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 ABSTRAK
 Nur NuzulaPolitik Elite Nahdlatul Ulama (NU) : Pemihakan Dalam Pemilihan Presiden(PILPRES) Tahun 2014
 Skripsi ini membahas tentang politik elite Nahdlatul Ulama (NU) :Pemihakan Dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia (PILPRES) 2104,dimana NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NUmenjadi pembicaraan di masyarakat ketika dilaksanakannya pesta demokrasi diIndonesia pada tahun 2014. Hal ini disebabkan keterlibatan para elite NU padaproses pemilihan tersebut. Para elite NU ikut terlibat dalam pemilihan tersebutdan saling mendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif denganteknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Kerangka teoriyang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, teorielite politik menurut Vil Fredo Pareto, ia mengemukakan konsep-konsep baruyang terkenal dengan teori “Circulation of the Elites” yaitu kelompok kecil dariorang-orang elit dalam sebuah komunitas ternyata memiliki pengaruh besar padasebagian besar populasi dan kedua, teori strategi komunikasi politik yangdikemukakan Anwar Arifin. Strategi dalam komunikasi politik adalahkeseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat iniguna mencapai tujuan politik pada masa depan.
 Berdasarkan dari hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa eliteNU terpecah dua dalam mendukung pemilihan presiden 2014. Perbedaanpemihakan elite NU tersebut disebabkan oleh kepentingan pribadi, kepentinganorganisasi, perbedaan mekanisme dan hak sebagai warga negara. Selain itu dapatdikatakan bahwa perbedaan pemihakan tersebut juga merupakan sebuah strategidari NU sebagai sebuah organisasi untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahandi Indonesia.
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 BAB 1
 PENDAHULUAN
 A. Pernyataan Masalah
 Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan
 yang eksistensinya melakukan peran penting bagi kehidupan Bangsa. Nahdlatul
 Ulama memiliki arti kebangkitan ulama atau kebangkitan cendikiawan Islam yang
 sering di sebut dengan NU.1 Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi sosial
 keagamaan (Jam’iyah) besar di Indonesia. Lahirnya Organisasi ini merupakan
 gambaran nyata bagaimana rakyat Indonesia terpelajar memperjuangkan martabat
 bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi.
 Berbicara tentang organisasi, Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari figur
 yang ada di dalamnya yakni para ulama. Istilah ulama merupakan bentuk jama’
 dari kata ‘alima yang berarti seseorang yang memiliki pengetahuan yang
 mendalam, luas dan mantab.2 Dalam konteks sejarahnya, ulama yang tergabung
 dalam organisasi NU tidak bisa lepas dari dinamika politik, baik dari soal
 kenegaraan sampai partai politik. Tidak hanya dinamika politik yang terjadi di
 tubuh organisasi jam’iyah ini, namun sikap-sikap NU sendiri dalam menyikapi
 perkembangan politik di negara ini cenderung terlibat praktis di dalamnya, baik
 1 Nahdlatul Ulama’ akan ditulis dengan singkatan NU pada penulisan selanjutnya.2 Djaelani Abdul Qodir, “Peran Ulama’ dan Santri , dalam Perjuangan Politik Islam di
 Indonesia, (Surabaya : PT Bina Ilmu, cetakan pertama, 1994), h. 3.
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2
 melalui orang-orang NU yang masuk dalam partai politik maupun pernyataan-
 pernyataan tokoh-tokoh ulama yang merupakan representasi dari NU itu sendiri.3
 Dalam sejarah awal kelahirannya, NU didirikan oleh ulama pesantren
 sebagai wadah persatuan bagi para ulama serta para pengikutnya, guna
 mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jama’ah yang berarti pengikut Nabi
 Muhammad SAW. Sedangkan, dalam realitas ke-Indonesiaan, kelahiran NU
 merupakan bagian dari pengaruh politik etis yang diterapkan Belanda dalam
 konteks perjuangan mewujudkan kemerdekaan.4
 Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada tanggal 31 Januari 1926,
 awal kemunculan organisasi ini bergerak dalam bidang pendididkan, sosial dan
 ekonomi. NU yang di dalamnya terdapat banyak ulama, merupakan sebuah
 organisasi yang gerak langkahnya banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal (Jawa)
 yang sangat paternalistik, yaitu sebuah tradisi yang menempatkan seorang
 pemimpin sebagai pola panutan dan imam, sehingga gerak perubahan NU lebih
 banyak di tentukan oleh peran para elit NU yakni para ulama sehingga sampai saat
 ini ulama dan kiai menjadi sentral penting dalam perkembangan NU.
 Kehadiran para ulama dan kiai kharismatik dalam tubuh NU semakin
 menambah kepercayaaan penuh para Nahdliyin terhadap segala apa yang
 3 Mulkhan Abdul Munir, Problem Teologi Politik NU dan Gerakan Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), v - vi
 4 Millati Izzato , Kilas Nu dan Politik (http://www.nu.or.id/) a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,52693-lang,id-c,kolom-t,Kilas+NU+dan+Politik-.phpx, di akses pada Senin, tanggal,16/06/2014 )
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 diucapkan oleh para ulama dan kiai sebagai sebuah petunjuk dan pedoman oleh
 kaum Nahdliyyin.5
 Hubungan NU dengan politik jika diamati secara seksama dari masa ke
 masa mengalami pasang surut dan menarik untuk dikaji. Betapa tidak, ketika NU
 lahir dan berkembang pada masa penjajahan, NU berani menempatkan dirinya
 menjadi sebuah gerakan Islam yang gigih berjuang melawan berbagai macam
 ideologi modern seperti kolonialisme dan sekularisme.
 Relasi NU dengan politik pada periode-periode selanjutnya seringkali
 mengalami kerenggangan. Pada masa pemerintahan Soekarno NU tergabung
 dalam Masyumi menjadi kekuatan oposisi bagi presiden Soekarno. Kemudian
 terjadi gesekan-gesekan politik antar kedua belah pihak yang tidak bisa
 dihindarkan yang berujung dengan terjadinya kerenggangan di antara keduanya,
 yang akhirnya NU memutuskan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun
 1952. Di sinilah NU mulai mengikuti politik praktis dengan mengikuti pemilu
 pada tahun 1955 dan membuktikan diri dengan memperoleh kursi sebanyak 45 di
 DPR dan 91 kursi konstituante.
 Pada tahun 1984 NU menyatakan diri untuk kembali ke Khittah tahun
 1926 yakni untuk tidak lagi berpolitik praktis yang dinyatakan pada Muktamar
 NU di Situbondo. Namun pada tanggal 5 Januari 1973 NU bergabung dengan
 Partai Persatuan Pembangunan atas desakan penguasa Orde Baru dan ikut dalam
 pemilu pada tahun 1977 dan 1982. Namun setelah reformasi pada tahun 1998,
 banyak sekali bermunculan partai-partai yang mengatasnamakan sebagai partai
 5 Hiroko Horikoshi, Kyai dan Perubahan Sosial (Jakarta : P3m, 1987), h. 223.
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 Islam, salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang
 dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid atau yang sering dikenal dengan sebutan
 Gus Dur. Kemudian pada pemilu tahun 1999 PKB memperoleh kursi sebanyak 51
 di DPR. dan menghantarkan AbdurRahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden
 RI. Kemudian pada pemilu tahun 2004 PKB memperoleh 52 kursi DPR.6
 Hubungan yang sangat terlihat lebih jelas antara NU dalam Politik terlihat
 jelas dalam proses pemilihan presiden pada tahun 2004. Pemilu tahun 2004
 yang dilaksanakan secara langsung dan pertama kali setelah rezim Soeharto
 merupakan hal yang tidak bisa terelakan bagi NU dalam politik. Bagaimana
 tidak, dalam pemilu ini ada dua elit NU yang keduanya bersaing untuk
 menduduki sebagai wakil presiden dalam pemilu tahun 2004. Yang pertama
 adalah K.H. Hazim Muzadi (ketua Umum Tanfidziyah PBNU ) mencalonkan diri
 sebagai wakil presiden 2004 yang berpasangan dengan Megawati calon presiden
 dari PDIP. Kedua K.H. Sholahuddin Wahid (ketua Tanfidziyah PBNU) sebagai
 calon wakil presiden mendampingi Wiranto dari Partai Golkar. Konflik politik
 Kiai NU pada pemilihan Presiden 2004 bukanlah konflik yang terjadi secara fisik,
 akan tetapi konflik yang dilatarbelakangi oleh adanya dukung-mendukung para
 Kiai terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, yang
 membuat secara langsung maupun tidak langsung para Kiai maupun elit NU ini
 ikut terlibat dalam urusan politik praktis dan perebutan kekuasaan.7
 6Ageng Suko Dermawan, Sejarah dan Perkembangan NU, 2011(http://illsionst.blogspot.com/2011/06/sejarah-dan-perkembangan-nu.html ) di akses pada tanggal14 januari 2015.
 7Romi Fas lah “Nahdatul Ulama dan pemilihan umum presiden 2004 : studi konflik politikKiai NU dalam pencalonan Kh. Hasyim Muzadi sebagai calon presiden pada pemilu 2004/
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 Dengan demikian NU semakin menunjukan kehadirannya dalam dunia
 politik baik langsung maupun tidak langsung, Kehadiran NU dalam politik di
 Indonesia tidak terlepas dari dukungan para Kiai. Selain itu, merupakan daya tarik
 yang khas yang sering kali menjadi lahan sasaran para politisi dalam membangun
 basis dukungan politik ketika pemilihan umum. Suara Kiai dan santri selalu
 diperebutkan, bukan saja oleh partai-partai politik Islam,tetapi juga partai-partai
 yang berbasis Nasionalis.
 Gejala semakin larisnya tokoh agama untuk dijadikan Vote-getter di
 hampir pada setiap kali momen pemilu ini, menunjukan besarnya potensi politik
 figur atau aktor sosial keagamaan. Kecenderungan semacam ini berarti
 memperluas akses politik kalangan Islam. Hal ini tentu juga memberikan
 perluasan pengaruh Islam pada berbagai kelompok politik.8
 Seperti dalam sejarah pemilu pada tahun 2004, dalam pemilu tahun 2009
 NU mengalami kemunduran dalam politik. Suara NU semakin menurun pada
 pemilu tahun 2009. Hal ini dikarenakan banyaknya konflik internal dari para
 elite NU dalam politik. Secara formal, kalangan NU sebenarnya memiliki partai,
 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan wadah penyaluran
 aspirasi politik NU. Terjadinya konflik internal dalam diri NU karena adanya
 perpecahan dalam PKB yaitu antara PKB Muhaimin Iskandar dan PKB Gus
 Dur. Perpecahan ini membuat perolehan suara PKB merosot drastis hingga hanya
 memiliki 27 kursi di DPR. Sebelumnya PKB memperoleh 52 kursi (1999) dan
 Nahdlatul Ulama and 2004 president Election ” http://Iib.ui.ac.id di akses pada tanggal 17 maret2015
 8 Abdul Munir Mulkhan,”Runtuhnya Mitos Politik Santri”, (Yogyakarta: RinnekaSIPRESS, 1992), h. 59.
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 51 kursi (2004). Hal ini dikarenakan sebagian besar kalangan Nahdliyin
 menyalurkan aspirasi melalui parpol-parpol lain, termasuk partai Golkar dan
 Demokrat.9
 Pengalaman di atas menunjukan bahwa peran NU dalam dunia politik
 tidak hanya didasari dari ajaran agamanya saja, tapi juga karena besarnya potensi
 konstituen yang memiliki ikatan solidaritas yang kuat atas dasar sentimen
 keagamaan.10 Namun di lain sisi ini juga melahirkan fragmentasi politik yang unik
 di kalangan umat Islam sendiri, berupa terulangnya oportunisme politik di
 kalangan tokoh-tokoh politik Islam sebagaimanna pengalaman era 1950-an.
 Pergulatan politik antar tokoh Islam sendiri memperlihatkan kuatnya
 oportunisme di kalangan politisi muslim. Perbedaan afiliasi politik menjadikan
 para politisi nyaris tidak pernah satu suara dalam menyikapi berbagai persoalan
 politik. Indonesia merupakan sebuah negara dengan penduduknya yang multikural
 dan plural, yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras, dan antar
 golongan. Berdasar atas pluralita ke Islaman di Indonesia, maka dapat menjadikan
 setiap kelompok keagamaan dalam Islam dapat dimanfaatkan sebagai basis
 pendukung setiap kepentingan politik.
 Hal ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan partai-partai politik Islam
 secara kuantitatif untuk memperebutkan pengaruh pada lahan politik yang sama.
 Keterwakilan umat Islam bukan lagi dalam kapasitas perbedaan platform
 9Sholahudin Wahid “Pilihan Politik Warga NU ” 28 April 2014https://syamsuddinharis.wordpress.com/2013/05/03/politik-kaum-sarungan-2014/ di akses padatanggal 19-03 -2015
 10DR.Asep Saeful Muhtadi, M.A. “Komunikasi Politik Indonesia”, (Bandung : PT RemajaRosdakarya. 2008) ,h.38
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 ideologis atau bermakna pembelaan kepentingan umat Islam. Dalam konteks ini,
 pragmatisme politik praktis bahkan cenderung menjadi lebih menonjol dibanding
 usaha pembelaan kepentinggan komunitas dan agama.11
 Isu keagamaan merupakan fenomena yang sangat menarik yang di
 gunakan dalam peran sosial politik. Kehadiran agama di dalamnya telah
 memberikan warna dan ciri khas yang menarik dalam perjalanan perpolitikan NU.
 Tidak heran sedikit banyak elite politik memasukan isu keagamaan dalam
 perjalanan politiknya sebagai salah satu bentuk komunikasi politik organisasi-
 organisasi sosial keagamaan khususnya NU.
 Vote-getter dalam setiap pemilu di Indonesia sepertinya sudah sangat
 lazim. Dewasa ini pun tidak hanya Kiai saja namun banyak elite-elite politik yang
 menggunakan nama agama di belakang mereka sebagai basis pendukung
 pemerolehan suara. seperti halnya yang terjadi pada proses pemilihan Presiden
 tahun 2014.
 Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada pemilu tahun 2014 penulis
 tertarik melihat adanya elite NU yang masuk dalam tim sukses dari kedua calon
 kandidat presiden dan wakil presiden yakni pasangan Jokowi-JK dan pasangan
 Prabowo-Hatta.
 Dari kedua pasangan capres-cawapres yakni Jokowi-JK dan Prabowo-
 Hatta, elite NU sangat di perhitungkan dan di libatkan dalam proses pemilihan
 Umum tahun 2014. Kedua pasangan capres-cawapres tersebut memilki aktor
 11 Kacung Marijan, “Quo Vadis NU”, (Surabaya : Erlangga, 1992), h. 28.
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 penting dari kalangan NU untuk mensukseskan proses pemilihan Umum seperti
 terlihat pada tabel di bawah ini.
 Tabel 1.1 Tabel tim sukses kedua pasangan calon presiden RI 2014 :No Capres-cawapres Pendukung
 1.Prabowo Subianto-
 Hatta Rajasa
 Mahfud MD (tokoh NU)
 Said Aqil Sirajd (ketua umum PBNU)
 2.Joko widodo-Jusuf
 Kallah
 Khofifah Indar Parawansyah ( ketua Muslimat NU )
 Muahimin Iskandar ( Ketua Umum PKB )
 Sumber : Diolah sendiri
 Dari pasangan Prabowo dengan Hatta Rajasa dalam proses pemilihan
 presiden tahun 2014, terlihat adanya dukungan dari elite NU politik yaitu
 Mahfud MD sebagai tim suksesnya. Mahfud MD walaupun bukan termasuk di
 dalam kepenggurusan NU, namun merupakan Tokoh atau Kiai12 dalam NU
 yang memiliki penggaruh besar di kalangan Nahdliyin dan juga para ulama NU
 itu sendiri. Sedangan dari pasangan kedua yakni Joko Widodo dengan Jusuf
 Kalla, memiliki Khofifah Indar Parawansah sebagai tim suksesnya, Khofifah
 Indar Parawansah merupakan ketua umum Muslimat NU.
 Strategi politik untuk memenangkan pemilu sangat diperlukan, Hal ini
 jelas terlihat dengan terbentuknya tim sukses dari setiap calon. (lihat Tabel 1.1).
 Dari tabel tersebut menunjukan bahwa elite NU sangat di perlukan dalam
 memenangkan pemilu tahun 2014. Hal ini memperlihatkan bahwa basis
 konstituen NU sangat penting bagi pendulangan jumlah suara dalam pilpres 2014.
 12Menurut pengamatan penulis disalah satu pesantren di Jawa Timur (Tarbiyatut Tholabah )Mahfud MD di anggap sebagai seorang Kiai.

Page 20
                        
                        

9
 Fenomena yang terjadi di atas merupakan dinamika yang patut untuk
 dicermati bagi kaum Nahdliyin (NU), karena dari kedua kandidat tersebut terdapat
 para elite NU yang masing-masing diharapkan dapat mempengaruhi warga
 Nahdliyin dalam memilih calon presiden 2014 untuk memilih kandidat yang
 didukungnya. Hal ini sangat menimbulkan polemik di tubuh NU sendiri. Hal ini
 dapat menjadi perpecahan kaum Nahdliyin pada periode pemilihan ini. atau
 malah sebaliknya, hal ini bisa dapat dipergunakan oleh NU sebagai salah satu
 stategi untuk negosiasi memperoleh posisi dalam pemerintahan.
 Keterlibatan para tokoh NU dalam pilpres merupakan bukti bahwa peran
 politik kaum Nahdliyin di negeri ini masih aktual dan berada pada posisi sentral.
 Namun sering kali terjadi perbedaan pendapat yang timbul baik dari diri para elite
 NU itu, maupun dari masyarakat yang belum paham tentang politik keagamaan.
 Dalam kasus ini, dampak yang akan terjadi akibat dari keterlibatan elit NU
 pada proses pemilihan presiden dan wakilnya yaitu akan mempengaruhi
 (terpecah) suara kaum Nahdliyin. Fenomena seperti ini memiliki efek tersendiri
 baik dalam segi positif maupun segi negatif.
 Pertanyaan yang timbul adalah mengapa terjadi pemihakan politik oleh
 elite NU dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Apakah ini
 merupakan strategi yang dilakukan NU pada pemilihan Capres/Cawapres 2014,
 atau sikap pribadi dari masing-masing elite NU?.
 Dari uraian diatas penulis ingin mengkaji lebih mendalam, dengan judul :
 POLITIK ELITE NAHDLATUL ULAMA (NU) : PEMIHAKAN DALAM
 PEMILIHAN PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2014
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 B. Pertanyaan Penelitian
 Kehadiran NU dalam politik di Indonesia, memiliki pengaruh dalam proses
 perkembangan demokrasi di Indonesia. Dinamika politik yang terjadi dalam diri
 NU sangat mempengaruhi perkembangan politik yang ada, khususnya dalam
 perkembangan pencalonan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2014. Oleh
 karena itu, penulis memfokuskan permasalahan terhadap fenomena yang terjadi
 pada NU dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik
 Indonesia 2014. Adapun rumusan masalahnya adalah :
 1. Mengapa terjadi perbedaan pemihakan elite NU dalam Pemilihan Presiden
 tahun 2014?
 2. Apakah perbedaan pemihakan tersebut sebagai strategi NU atau sikap masing-
 masing pribadi elite NU?
 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 Penelitian ini bertujuan untuk :
 1. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pemihakan politik elite NU
 dalam pemilihan presiden tahun 2014
 2. Untuk mengetahui apakah perbedaan pemihakan merupakan strategi NU atau
 sikap masing-masing pribadi elite NU
 Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :
 1. Untuk memahami lebih dalam tentang perbedaan pemihakan sikap NU dalam
 mendukung capres dan cawapres pemilu 2014.
 2. Untuk pengembangan Ilmu Politik khususnya dalam kajian tentang organisasi
 masyarakat dan politik.

Page 22
                        
                        

11
 D. Tinjauan Pustaka
 Dalam penelitian ini ada literatur yang dijadikan penulis sebagai acuan dan
 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menemukan sisi menarik
 atau sisi lain dan kegunaan dari penelitian skripsi yang sedang penulis teliti.
 Adapun tinjauan pustaka yang baru penulis temukan sebagai instrumen
 perbandingan dalam melakukan penelitian mengenai POLITIK ELITE NU :
 PEMIHAKAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2014
 yaitu :
 Pertama, berupa skripsi yang ditulis oleh Ahmad Andi Wibowo mahasiswa
 jurusan Ilmu Politik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam
 Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dengan judul skripsi “Menurunnya
 Legitimasi Kiai Dalam Dinamika Politik Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2008-
 2009”. Dalam penelitiannya dijelaskan bagaimana perubahan posisi dan peran kiai
 dalam konflik yang terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa. Dimana analisis yang
 digunkan terfokus pada persoalan kiai yang awalnya menjadi Vote Getter dan
 juga sumber rujukan untuk pengambilan keputusan kebijakan strategis partai
 dan juga menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan diinternal maupun
 eksternal sekaligus sebagai perekat keutuhan partai. Yang dalam perkembanganya
 sebagian besar kiai dan ulama justru menjadi bagian dari persoalan atau bagian
 dari konflik tersebut, hal ini serupa dengan yang peneliti lakukan. Yaitu dengan
 fokus terhadap elit NU dalam proses pemilihan president 2014 yang dimana elit
 NU berada pada kedua sisi calon presiden dan wakil presiden. Yang kemudian
 mengatasnamakan NU.
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 Kedua, berupa skripsi yang ditulis oleh Ali Amsah mahasiswa jurusan Ilmu
 Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negri Syarif
 Hidayatullah jakarta tahun 2013, dengan judul skripsinya “Strategi Survival Partai
 Islam di Indonesia pada pemilu 2014 (studi komporatif : antara Partai Persatuan
 Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera)”. Dalam penelitiannya membahas
 tentang strategi yang dikeluarkan oleh dua partai (PPP & PKS) tersebut yang
 memiliki idiologi yang sama yaitu Islam. Mengingant dimana kedua partai
 tersebut berbeda dalam sejarah kelahirannya, PPP bisa dikatakan sebagai partai
 pada masa Orde Baru dan PKS merupakan partai pada masa Reformasi, namun
 keduanya mampu bersaing pada pemilu 2014.
 Sedangkan skripsi penulis dengan judul “Politik Elite NU : Pemihakan
 Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014”, dimana penulis akan membahas
 tentang pemihakan yang dilakukan oleh para elite NU pada proses pemilihan
 Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014.
 E. Kerangka Teoritis
 Pembahasan terhadap strategi NU dalam pemilihan Presiden Republik
 Indonesia merupakan hal yang berkaitan dalam implementasinya yang berkaitan
 dengan elite NU. Oleh karena itu, teori yang akan peneliti gunakan sebagai
 pedoman untuk menganalisis kasus ialah teori elit politik dan strategi politik.
 Pertama, teori elite politik. Teori elite politik menjelaskan seputar
 kelompok penguasa (elite Politik). Setiap struktur politik atau struktur kekuasaan
 selalu ditempati oleh elite yang disebut elite politik atau elite penguasa. Jumlah
 elite politik selalu lebih sedikit dibandingkan yang dikuasai.
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 Menurut para politikus politik mengartikan elite politik adalah mereka yang
 memiliki jabatan politik dalam sistem politik. jabatan politik adalah status
 tertinggi yang diperoleh setiap warga negara, dalam sistem politik apapun.
 Sedangkan menurut Vil Fredo Pareto mengemukakan konsep-konsep baru
 yang terkenal dengan teori “Circulation of the Elites” yaitu kelompok kecil dari
 orang-orang elit dalam sebuah komunitas ternyata memilki pengaruh besar pada
 sebagian besar populasi. Elit politik adalah suatu kaum minoritas (oligarki) yang
 selalu aktif dalam kelompok, sedangkan kaum minoritas cenderung tidak aktif.
 Dalam hal ini jelas terdapat batas dan pembagian antara yang berkuasa dan yang
 dikuasai, antara minoritas politik dan mayoritas politik. Menekankan bahwa
 komposisi kelas berkuasa atau elit politik itu dapat berubah pada suatu periode
 waktu, yaitu melalui perekrutan anggota-anggota dari non-elit, atau dengan jalan
 melaksanakan pembentukan elit-tandingan. Suatu proses yang disebut oleh Pareto
 sebagai “sirkulasi elit” dan dia menyatakan bahwa hubungan antara minoritas dan
 mayoritas pada pokoknya adalah serupa dalam masyarakat.13
 Kedua, Terori strategi politik. Kata strategi dalam kamus ilmiah populer
 memiliki arti suatu ilmu muslihat untuk mencapai sesuatu14. Jika berbicara
 mengenai Strategi tentu harus melihat dari segi konsep strategi itu sendiri, seperti
 halnya, penggunaan konsep strategi pada masa lampau (penjajahan ) yang
 13 Nina Althafunnisa “Teori Vilfredo Pareto” minggu 02 desember 2012http://7chebe.blogspot.com/2012/12/teori-vilfredo-pareto.html diakses pada tanggal 24-
 03-2015
 14 Tim Prima Pena “Kamus Ilmiyah Populer”, (Surabaya; Gitamedia Press, 2006), h. 488
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 terfokus pada kajian perang saja. Namun jika konsep strategi ini dipakai dalam
 politik akan mempengaruhi kebijakan dan tujuan dari politik dan kekuasaan. 15
 F. Metode Penelitian
 1. Jenis penelitian
 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah
 penelitian kualitatif.16 Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang
 menyajikan pemaparan dan penjelasan yang menghasikan data deskriptif.17 Yang
 berkaitan dengan obyek (masalah) yang diteliti sehingga pada akhirnya akan
 menghasilkan suatu analisis kesimpulan dari permasalahan yang ada, yakni
 tentang POLITIK ELITE NAHDLATUL ULAMA NU : PEMIHAKAN DALAM
 PEMILIHAN PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2014
 2. Teknik pengumpulan data
 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian
 ini terdiri dari dua sumber, yakni :
 a. Data primer, yakni data yang memberikan suatau penjelasan dan menguatkan
 untuk permasalahan yang diteliti, seperti teknik wawancara, yakni dengan cara
 mengumpukan data dan informasi melalui tanya jawab dengan mangajukan
 beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkompeten mengenai obyek
 peneliti seperti elit NU yang tergabung dalam tim sukses dalam pemilihan
 presiden RI 2014.
 15http://sartika-t--fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-43771.html di akses pada tanggal24 Maret 2015
 16Prof.Dr.Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D”, (Bandung:Penerbit Alfabeta,2008) h. 45
 17Deskriptif adalah bersifat menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apaadanya. (Tim Prima Pena, “Kamus Ilmiyah Populer”, (Jakarta : Gita Media Press, 2006),85 )
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 b. Data sekunder yakni data pokok suatu penelitian adapun data Sekunder dalam
 penelitian ini adalah berupa studi kajian dalam dokumen-dokumen yaitu dengan
 mencari dan mengumpulkan data yang membahas mengenai masalah-masalah
 yang bersangkutan yakni hubungan NU dengan politik melalui literatur buku,
 surat kabar, internet dan yang lain-lain yang berkaitan dengan obyek yang
 sedang di teliti.
 3. Teknis Analisis Data
 Adapun teknis analisis dan pengolahan data yang dilakukan dalam
 penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu
 metode yang memaparkan suatu pembahasan yang bertujuan untuk membuat
 suatu gambaran dari data-data yang diperoleh (terkumpul) dengan cara
 memberikan interprestasi terhadap data-data tersebut dan kemudian dilakukan
 suatu analisa dari obyek penelitian sehingga dapat menghasilkan suatu penjelasan
 dengan memberikan gambaran yang sistematis faktual, dan akurat mengenai
 obyek yang penulis tetliti.
 4. Metode Penulisan
 Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
 penulisan deduktif dimana terlebih dahulu memberikan gambaran secara umum
 mengenai permasalahan yang diteliti kemudian, diuraikan secara khusus dan lebih
 mendalam terhadap masalah yang diteliti.
 Adapun metode dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku terbitan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai
 buku panduan dalam teknik penyusunan Proposal dan Skripsi yang diterbitkan
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 oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun
 2012 sebagai pedoman.
 G. Sistematika Penelitian
 Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menyusun pembahasan menjadi
 beberapa bagian dari sistematika penulisan sebagai berikut :
 Bab 1 : pendahuluan pada bab ini penulis berusaha menguraikan
 permasalahan yang melatar belakangi penulisan dengan pembahasan dan
 perumusan masalah serta tujuan terkait dalam penelitian POLITIK ELITE
 NAHDLATUL ULAMA NU : PEMIHAKAN DALAM PEMILIHAN
 PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2014 yang berdasarkan pada metode penelitian
 kualitatif.
 Bab II : pada bab ini berisi mengenai teori-teori sebagai pendekatan yang
 menjelaskan pokok permasalahan skripsi ini yaitu POLITIK ELITE
 NAHDLATUL ULAMA NU : PEMIHAKAN DALAM PEMILIHAN
 PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2014
 Bab III : pada bab ini penulis membahas sekilas tentang sejarah Nahdlatul
 Ulama dan hubungan Nahdlatul Ulama dengan politik di Indonesia.
 Bab IV : pada bab ini merupakan bagian terpenting dalam penulisan skripsi
 karena berisikan tentang permasalahan yang penulis angkat. Penulis akan
 menjelaskan terkait tentang pemihakan yang dilakukan para elite NU dalam
 pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2014. apakah hal tersebut merupakan sikap
 pribadi mereka atau hal tersebut adalah strategi Nahdlatul Ulama dalam proses
 Pemilihan presiden 2014.
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 Bab V : pada bab ini penulis berupaya untuk menyimpulkan pembahasan
 mengenai skripsi ini sekaligus menjadi penutup pada pokok permasalahan tentang
 POLITIK ELITE NAHDLATUL ULAMA NU : PEMIHAKAN DALAM
 PEMILIHAN PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2014 dan diselanjutnya dibab
 penutup ini terdapat saran dan kritik bagi para pembaca.
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 BAB II
 LANDASAN TEORI
 A. Etika Politik
 Kata etika secara etimologis berasal dari kata yunani “ethos”, secara harfiah
 berarti adat kebiasaan, watak, atau kelakuan manusia. Etika merupakan suatu
 istilah yang cukup banyak dipakai dalam lingkup sehari-hari. Kata tersebut
 memilki arti yang lebih luas dari sekedar arti etimologis-harfiah. Secara
 etimologis kata etika sebenarnya sama dengan kata moral. Kata moral berasal dari
 arti kata latin “mos”-“moris” yang sama dengan kata etika dalam bahasa Yunani
 berarti adat kebiasaan. Perbedaan kedua istilah ini adalah, kata etika dipakai untuk
 menyebut ilmu dan prinsip-prinsip dasar penilaian baik buruknya perilaku
 manusia, sedangkan moral dipakai untuk menyebut aturan atau norma yang lebih
 konkret bagi penilaian baik-buruknya perilaku manusia.18
 Kata etika dalam pemakaiannya sehari-hari dapat dibedakan menjadi tiga
 arti kata etika. Pertama, sebagai sebuah sistem nilai, maksudnya etika disini
 berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pasangan hidup atau
 sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, baik secara
 individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Arti pertama ini biasanya
 dipakai dalam etika Jawa dan etika Protestan. Kedua kode etik, maksudnya
 18J.Sudarminta, “Etika Umum Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori EtikaNormatif”, (Yogyakarta ; Kanisius, 2013), h.1
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 kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi
 tertentu, seperti dalam pemakaian istilah etika kedokteran dan etika jurnalistik.
 Ketiga, filsafat moral artinya ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis
 tentang moralitas.19
 Etika politik sangat penting untuk diwujudkan, terutama menjelang adanya
 pemilu, karena etika politik tidak hanya terkait dengan masalah politikus, namun
 etika politik juga berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas,
 struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik menjadi penting karena
 hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang di tentukan oleh
 pemerintah nantinya. Menurut Bernhard Sutor, politsche ethik,1991.h.86, etika
 politik dibagi menjadi tiga dimensi: pertama tujuan politik, kedua menyangkut
 masalah sarana, ketiga berhadapan dengan aksi politik (terkait langsung dengan
 perilaku politikus).20
 Pertama, dimensi tujuan dirumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan
 masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan.
 Dimensi moralnya terletak pada kemampuan untuk menentukan arah yang jelas
 atas kebijakan umum dan akuntabilitas.21
 Kedua, dimensi sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan (polity).
 Dimensi ini meliputi sistem dan prisip-prisip dasar pengorganisasian praktik
 19J.Sudarminta, “Etika Umum Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori EtikaNormatif”, (Yogyakarta ; Kanisius, 2013), h.1-2
 20Haryatmoko, “Etika Politik Dan Kekuasaan”, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara,2014)h. 33
 21 Haryatmoko, “Etika Politik Dan Kekuasaan”, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara,2014)h. 33-34
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 penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi
 sarana (polity) mengandung dua pola normatif : Pertama, tatanan politik (hukum
 dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan
 pluralitas; struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. Maka asas
 kesamaan dan masalah siapa diuntungkan atau siapa dirugikan oleh hukum atau
 institusi tertentu relevan untuk dibahas. Kedua, kekuatan-kekuatan politik ditata
 sesuai dengan prinsip timbal balik.22
 Ketiga, dimensi sosial tingkat sarana ini terletak pada peran etika dalam
 menguji dan mengkritisi legitimasi keputusan-keputusan, institusi-institusi dan
 praktik-praktik politik. Dimensi yang ketiga adalah aksi politik (politics). Dalam
 dimensi etika ketiga ini pelaku memegang peran sebagai yang menentukan
 rasionalitas politik, rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan
 keutamaan (kualitas moral perilaku), tindakan politik disebut rasional apabila
 perilaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan, pada dimensi aksi
 ini etika identik dengan tindakan yang rasional dan bermakna. Politik mempunyai
 makna karena memperhitungkan reaksi yang lain.; harapan, protes, kritik,
 persetujuan, atau penolakan.23
 Etika berkaitan erat dengan moralitas individu. Etika bukan saja berkenaan
 dengan motif tetapi juga tindakan, karena dalam bidang etika menyatakan bahwa
 motif yang tidak kurang pentingnya dari pada tindakan berpengaruh pada karakter
 22Haryatmoko, “Etika Politik Dan Kekuasaan”, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara,2014), h. 34-35
 23Haryatmoko, “Etika Politik Dan Kekuasaan”, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara,2014), h. 36-37
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 individu. Etika meliputi aturan-aturan yang menggambarkan kebaikan dan
 kebenaran yang hakiki, dengan mewujudkan cita-cita luhur jika aturan –aturan
 dilaksanakan oleh sukarela maka kehidupan tentu akan menjadi baik. Meskipun
 pada dasarnya etika menyangkut urusan yang pribadi, tetapi hal tersebut
 mempengaruhi dan menyempurnakan kode etik masyarakat.24
 Etika politik tercermin dari sikap dan perilaku politik bangsa sesuai
 kerangka aturan yang mengkristal dari logika-logika publik demi tercapainya
 tujuan berbangsa dan bernegara. Dimana dalam jangka panjang, etika dan logika
 politik akan mendorong percepatan realisasi agenda reformasi sekaligus
 mengakhiri transisi menuju konsolidasi demokrasi.25
 B. Strategi Komunikasi Politik
 1.1. Pengertian Strategi Politik
 Sejak zaman prasejarah, manusia sudah terbiasa berperang bahkan hal
 tersebut dinarasikan didalam Al-Qur’an dan Al-Kitab. Sejarah mencatat dalam
 sejarah kisah Rasulullah saw bahwasanya dalam menyebarkan agama Islam, telah
 terjadi konflik antara kaum Quroisy yang menentang ajaran Rasulullah dengan
 umat Islam, sehingga dalam konflik tersebut timbulah peperangan, dan untuk
 mendapatkan kemenangan dari peperangan tersebut harus menggunakan strategi
 didalamnya. Walaupun kata strategi tidak secara jelas diungkapkan pada saat itu.
 24 Carlton Clymer rodee,Carl Quimbby Christol, Totton James Anderson, Thomas H,Greene, “Pengantar Ilmu Politik”, (Jakarta ; PT Raja grafindo Persada, 2008), h. 80
 25 A.Bakir Ihsan, “Etika Dan Logika Berpolitik Wacana Kritis Atas Etika Politik,Kekuasaan, Dan Demokrasi”,(Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2009),h.vii
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 Istilah strategi ini tampil setelah manusia semakin banyak menggunakan nalar dari
 pada emosi dalam perbuatan kolektif yang disebut “perang”.26
 Istilah strategi berasal dari bahasa yunani, Strategia yang berarti
 kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata strategi
 bersumber dari kata strategos yang berkembang dari kata stratos (tentara) dan
 kata agein (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman
 kejayaan Yunani-Romawi sampai awal industrialisasi, yang kemudian strategi itu
 meluas dalam beberapa aspek kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang
 komunikasi, politik dan komunikasi politik. Dalam hal politik strategi merupakan
 penting upaya penting untuk memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum,
 dan dalam pengambilan keputusan politik lainnya.27
 Kata strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia pertama memiliki arti
 siasat perang, sedangkan dalam pengertian selanjutnya merupakan rencana cermat
 mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dapat disimpulkan bahwa
 strategi merupakan siasat (ilmu) rencana yang cermat untuk mencapai sasaran
 tujuan yang khusus.28
 Menurut Robbins, sebagaimana yang dikutip oleh Kusdi,29 terdapat kaitan
 yang erat antara tujuan dan strategi organisasi meskipun keduanya berbeda. Jika
 tujuan mengacu kepada hasil akhir organisasi maka strategi mengacu kepada
 26Daoed Joesoef, “StudiStrategi;Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional”, (Jakarta ;PT Kompas Media Nusantara,2014),h.1
 27 Prof.Dr. Anwar Arifin, “komunikasi politik ” ,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 235-23628Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta :
 Balai Pustaka, 1988), h.859.29Kusdi, “Teori Organisasi dan Administrasi”, (Jakarta : Salemba Humanika, 2009), h.91.
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 tujuan akhir dan cara mencapainya. Oleh karena itu tujuan suatu organisasi
 merupakan bagian dari strategi.
 Strategi merupakan perencanaan dalam mensukseskan tujuan dari segala
 aktifitas, baik dalam mensukseskan peperangan, kompetisi maupun yang lainya,
 kendati kemudian seiring dengan berjalannya ilmu pengetahuan dalam bidang
 manajemen, kata strategi yang biasa digunakan organisasi profit dan non profit,
 yang sering digabungkan dengan perencanaan strategi maupun manajeman
 strategi, perencanaan strategi dimaknai rancangan yang bersifat sistemik
 dilingkungan sebuah organisasi, sedangkan manajemen strategi mempunyai
 definisi yang berbeda-beda.30
 Sedangkan menurut Michael Allison dan Jude Kaye, Strategi adalah proses
 sistemik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara
 stakeholder utama tentang pioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap
 lingkungan operasi.31 Sedangkan arti dari politik itu sendiri adalah sebuah ilmu
 kenegaraan atau tatanegara, sebagai kata kolekif yang menunjukan pemikiran
 yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.32
 Jadi, strategi politik adalah sebuah rencana yang sistemik dan
 mengimplementasikannya dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang
 politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu menang dalam setiap
 momentum perebutan kekuasaan.
 30Hadari Nawawi, “Manajemen Strategi Organisasi non Profit Bidang Pemerintahandengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan”, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005), hal.148
 31Michael Allison, dan Jude Kaye, “Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba”,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) , hal. 1
 32Tim Prima Pena, “Kamus Ilmiyah Populer”, (Jakarta : Gita Media Prees, 2006), h. 378.
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 Strategi politik dalam hal ini kemudian dapat diartikan sebagai sebuah
 metode yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan politik yang telah
 dirumuskan. Strategi politik merupakan suatu kegiatan yang menarik untuk
 dianalisis, dikarenakan strategi itu tidak hanya menentukan kemenangan atas
 pesaingnya saja, tetapi juga akan memberikan pengaruh terhadap perolehan suara.
 Jadi, setiap hal kegiatan yang dilakukan oleh para pesaing politik perlu sekali
 untuk dicermati guna mencari cara yang lebih efektif untuk perolehan suara.33
 Teori starategi politik kemudian berkembang cepat terutama dalam suatu
 negara yang mengunakan sistem demokrasi didalam pemerintahannya. Dalam hal
 ini pengaruh dari strategi yang kuat dan matang dalam pemilu sangat menentukan
 potensi untuk mandapatkan kekuasaan.
 Strategi yang dilakukan diharapkan akan mampu merebut dan
 mempertahankan perolehan suara baik dilakukan dengan mempertahankan citra
 dan kinerja sebuah kontestan (kandidat atau partai politik) yang tampil dalam
 pemilu.34
 Berikut ada beberapa pembagian strategi yang dapat dipilih lebih dari satu
 strategi dengan tingkat resiko yang berbeda terlihat dalam empat pilihan strategi
 berikut ini :35
 33 Firmanzah, “Mengelola Partai Politik Komunikasi Dan Positioning Ideology Politik DiEra Demokrasi”, (Jakarta : Yayasan obor Indonesia, 2008), h.244.
 34Adam Nursal, “Politikal Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah PendekatanBaru Kampanye Pemilihan Dpr Dpd Presiden”, (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama,2004),157.
 35 Adam Nursal , “Politikal Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah PendekatanBaru Kampanye Pemilihan Dpr Dpd Presiden”, (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama,2004) , h.158-161
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 a. Reinforcement Strategy (strategi penguatan)
 Dapat dilakukan para kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra
 tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengembang
 jabatan publik tertentu. Komunikasi fokus kepada orang yang dulu memilih
 kontestan ini dengan pesan bahwa pilihan anda dulu itu sudah tepat dan tetap
 membuat pilihan yang sama untuk pemilihan saat ini.
 b. Rationalization strategy (strategi rassionalisasi)
 Strategi ini dapat digunakan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya
 telah memilki kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil
 mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya
 kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut. Strategi ini dilakukan untuk
 mengubah sikap para pemilih dan harus dilakukan dengan hati-hati.
 c. Inducement Strategy (strategi bujukan)
 Strategi ini dapat diterapkan oleh kandidat yang dipersepsikan memiliki
 citra tertentu tapi juga memiliki kinerja atau atribut yang cocok dengan citra
 lainya.
 d. Confrontation strategy (strategi konfrontasi)
 Strategi ini dapat diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih
 kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan
 kemudian kontestan tersebut tidak menghasilakan kinerja yang memuaskan.
 Strategi itu sendiri memiliki tujuan yaitu kemenangan, kemenangan akan
 tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya dalam memperoleh
 tambahan suara, dalam sebuah kemenagan pemilu bagi kandidatnya atau dalam
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 mayoritas bagi suatu peraturan. Bagaimana kemenangan tersebut digunakan
 merupakan tujuan politik yang ada dibalik kemenagan yang nampak.36
 a. Pengertian Strategi Komunikasi Politik
 Strategi komunikasi politik merupakan sebuah taktik yang begitu berperan
 dalam pemenangan pemilihan umum. Keberhasilan strategi komunikasi politik
 memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan dan
 merencanakan strategi pasangan kandidat atau partai politik, untuk menyusun
 agenda kegiatan tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu.
 Pada hakikatnya strategi merupakan cara atau perancanaan dan manajemen untuk
 menggapai suatu tujuan. Untuk bisa menjadikan sebuah strategi berhasil, strategi
 itu harus mengetahui dengan benar taktik operasionalnya.37
 Menurut Anwar Arifin Strategi dalam komunikasi politik adalah
 keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini
 guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Merawat ketokohan,
 memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun
 konsensus merupakan keputusan strategi yang tepat bagi komunikasi politik.
 Oleh karena itu, politik dan strategi, kedua hal tersebut harus berjalan
 beriringan apabila mengejar tujuan berpolitik dalam pemenangan pemilu atau
 pilkada, karena pada dasarnya dalam sebuah strategi yang dibutuhkan didalamnya
 adalah taktik, yang menjadi syarat penting dari sebuah strategi. Perencanaan taktik
 dalam sebuah strategi ini pun tidak akan bisa berjalan dengan baik jika strategi
 tersebut tidak dijalankan secara teliti. Dimana perencanaan taktik tersebut dapat
 36 Peter Schroder, “Strategi Politik”, (Jakarta: Friedrich-Noumann-Stifrung, 2004), h.4.37Effendy Uchjana, Onong, “Ilmu Komunikai, Teori dan Praktek”,(Bandung : Remaja
 Rosdakarya, 1995), h. 32
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 memberikan jawaban atas pertanyaan siapa, akan melakukan apa, kapan, dimana,
 bagaimana dan mengapa. Keputusan taktik semacam ini digunakan untuk
 mencapai setiap tujuan strategi, dimana keputusan-keputusan ini tergantung
 tehadap pengenalan akan ruang lingkup, kerangka persyaratan, dan kemampuan
 pribadi. Oleh karean itu, perencanaan taktis hendaknya tidak direncanakan dari
 tingkat strategis, melainkan oleh pimpinan yang ada di tingkat taktis, karena
 disinilah pengetahuan yang dibutuhkan berada.38
 Dalam setiap pemilu konsep dari strategi komunikasi politik memiliki peran
 yang sangat sentral untuk mendapatkan kemenangan, untuk itu strategi
 komunikasi politik harus dilaksanakan secara teliti dan perencanaan yang matang,
 yang berguna untuk mengapai apa yang diinginkan.
 b. Strategi komunikasi politik di Indonesia
 Perkembangan komunikasi politik di Indonesia mengalami perubahan besar
 pasca reformasi, berbagai organisasi politik yang pada masa orde baru tidak dapat
 berkembang, sebagai akibat demokrasi otoriter yang diterapkan pada masa orde
 baru, tumbuh pesat pasca reformasi. Organisasi politik dalam komunikasi politik
 sering kali disebut juga aktor politik, aktor politik dapat diartikan juga sebagai
 individu-individu yang menyalurkan aspirasinya melalui perangkat organisai dan
 lembaga, untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.39
 38 Peter Schroder, “Strategi Politik”, (Jakarta : Friedrich-Noumann-Stifrung, 2004), h.10-1139Dionisius Manuskripta, ”Perlunya Kajian Komunikasi politik” www.bukabuku.com di
 akses pada 3 mei 2014
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 2. Strategi Politik NU
 Menetapkan sebuah strategi merupakan hal yang penting untuk
 mewujudkan tujuan visi ataupun misi, karena strategi kerap kali mempengaruhi
 hasil akhir yang akan didapat. Memiliki sebuah strategi yang baik akan
 menjadikan untuk mendapatkan hasil yang baik. NU merupakan organisasi
 masyarakat yang bercorak keagamaan terbesar di Indonesia, kehadiran NU sangat
 penting dalam politik di Indonesia, ini terlihat ketika awal mula lahirnya NU
 sebelum kemerdekaan Indonesia, NU ikut berperan aktif dalam membela
 Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaannya.
 Berbicara tentang strategi politik yang dilakukakn NU dalam politik di
 Indonesia, tidak akan terlepas dari elite-elite yang didalamnya, para elite NU
 sangat memiliki peran penting dalam mempengaruhi proses politik di Indonesia,
 tidak hanya itu, bahkan NU menjadi Vote Getter dalam setiap pemilu yang
 diadakan pemerintah Indonesia.
 Walaupun pada kenyataannya, NU secara gamblang menyatakan diri tidak
 ikut dalam dunia politik dan kembali kepada Khittah NU 1926, namun demikian
 menurut KH. Ahmad Shiddiq salah seorang perumus Khittah Nahdliyah
 menyatakan bahwah : Khittah NU adalah hanya membenahi institusinya sebagai
 organisasi dalam hubunganya dengan organisasi politik dan dengan politik
 praktis. Menurut beliau sebagai jam’iyyah diniyah ijtimaiyah, NU tidak mau
 terikat lagi dengan salah satu organisasi politik manapun dan juga NU tidak mau
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 lagi menggarap urusan politik praktis, akan tetapi warga NU tetap diperbolehkan
 masuk atau tidak ke dalam parpol ( partai politik ) manapun. 40
 Keputusan NU untuk meninggalkan politik Praktis dan penegasan kembali
 dirinya sebagai organisasi keagamaan (jam’iyah diniyah) semata, tentu saja hal ini
 tidak berarti bermaksud menarik diri dari semua urusan-urusan politik. Tindakan
 tersebut lebih tepat diartikan sebagai peralihan dari satu bentuk gerakan politik
 kepada bentuk lain. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak keputusan muktamar
 Situbondo, para pemimpin NU masih tetap terlibat aktif dalam kegiatan politik
 sebagaimana sebelumnya, walaupun hanya dilakukan melalui jalur-jalur ekstra
 parlementer. Dengan melakukan gerakan-gerakan penguatan masyarakat sipil
 (civil society), yang hal tersebut mempunyai implikasi politis terhadap struktur
 politik yang ada.41
 Banyak hal ataupun carayang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi, tidak
 dipungkiri organisasi yang berbasis agama pun membuat suatu strategi untuk bisa
 menunujukan kemampuan, pengabdian atau hanya untuk menunjukan
 eksistensinya kepada pemerintahan Indonesia.
 C. Teori Elite
 a. Pengertian Elite
 Kata elite dalam kamus ilmia populer memilki arti golongan orang terpelajar
 atau terpandang atau orang yang terpilih terpandang dalam masyarakat.42
 40KH Achmad Shiddiq, “Beberapa hal Yang Berhubungan Dengan Khittah NU 1926,dalam Munawar Fuad Noeh, Mastuki HS(ed), Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. AchmadShiddiq”,(Jakarta : PT.GramediaPustaka Utama.2002), h. 235
 41Martin Van Bruinessen, “NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa;Pencarian Wacana Baru”,(Yogyakarta : LKIS.cet ke-Tiga,1999), h.235
 42Tim Prima Pena, “Kamus Ilmiyah Populer”, (Jakarta : Gita Media Prees, 2006),. h. 111
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 Sedangkan jika elite disandingkan dengan politik maka memilki arti kelompok
 penguasa. Jadi dapat diartikan bahwa teori elite politik adalah teori yang
 menjelaskan seputar kelompok penguasa.
 Teori ini pada awalnya diperuntukan untuk Eropa barat dan tengah, sebagai
 kritik terhadap demokrasi dan sosialisme, tetapi oleh sejumlah ilmuan Amerika ia
 diserap dengan baik untuk menjelaskan proses-proses politik yang ada di negara
 mereka dan negara-negara demokrasi lainnya. Konsep dasar teori ini
 mengemukakan bahwa di dalam kelompok penguasa (The ruling class) selain ada
 elite yang berkuasa (The ruling elite ) juga ada elite tandingan, yang mampu
 meraih kekuasaan melalui masa, Jika elite yang berkuasa kehilangan
 kemampuanya untuk memerintah.43
 Menurut para politikus, mengartikan elite politik adalah mereka yang
 memiliki jabatan politik dalam sistem politik. Jabatan politik adalah status
 tertinggi yang diperoleh setiap warga negara dalam sistem politik apapun. Setiap
 struktur politik atau struktur kekuasaan selalu ditempati oleh elite yang disebut
 dengan elite politik atau elite penguasa. Jumlah elite politik sendiri selalu lebih
 sedikit dibandingkan dengan yang dikuasai.
 Menurut Aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul
 semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elite yang
 dikemukakan oleh Aristoteles, merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan
 Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat
 dalam suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang
 43 S.P. Varma ,“Teori Politik Modern ” ,(Jakarta : Raja Gravindo Persada, 2007) .h. 199
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 dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua
 sosiolog politik Italia, yakni Vilpredo Pareto dan Gaetano Mosca.44
 Membahas masalah elite tampaknya sulit tanpa menyebutkan pakarnya,
 yaitu Vilfredo Pareto (1848-1923), yang telah diakui kepakarannya sebagai
 pemula teori elite. Menurut Filfredo Pareto, elite merupakan orang-orang yang
 berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto
 percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang
 mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada
 kekuasaan sosial dan politik.45
 Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok
 kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan
 politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat
 kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan
 tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit
 berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai
 kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya.46
 Hal yang mendorong elite politik atau kelompok-kelonpok elite untuk
 memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritis politik
 (senantiasa) ada dorongan kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan atau
 diabaikan untuk meraih kekuasaan.
 44 Jayadi Nas, Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal,Hal. 33.
 45 S.P. Varma “Teori Politik Modern ” (Jakarta : Rajawali Pers), h. 20246 Jayadi Nas, “Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal,
 h.34.
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 Pareto sendiri membagi masyarakat menjadi 2 kelas : Pertama; lapisan atas,
 yaitu elite, yang terbagi dalam elite yang memerintah (governing elite) dan elite
 yang tidak memerintah (non-governing elite). Kedua ; lapisan yang lebih rendah,
 yaitu non elite. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elite yang
 memerintah, karena menurut dia, elite yang memerinta memilki kekuatan karena
 bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang
 sangat penting.47
 Analisa pareto didasari dari sudut psikologi, bahwa ada sifat elite yang
 menonjol, sifat menonjol itu disebut dengan residu. Residu menurut pareto
 diartikan dengan kualitas-kualitas yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang.
 Konsep tersebut didasarkan pada perbedaan yang digambarkannya terjadi diantara
 tindakan yang logis dan non logis (lebih dari pada rasional dan non rasional ) dari
 Individu-individu dalam kehidupan sosialnya.48
 Maksud dari tindakan logis adalah tindakan-tindakan yang diarahkan pada
 tujuan-tujuan yang dapat diusahakan serta mengandung maksud pemilikan yang
 pada akhirnya dapat dijangkau. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan non
 logis adalah tindakan-tindakan yang tidak diarahkan pada suatu tujuan, atau
 diarahkan pada suatu usaha yang tidak dapat dilakukan, Atau didukung oleh alat-
 alat yang tidak memadai guna melaksanakan usaha tersebut.
 Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sebuah elite yang
 komposisinya selalu berubah. Selanjutnya Pareto membagi elite itu dalam dua
 47Jayadi Nas, Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal,h. 200
 48Jayadi Nas, Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal,h. 201
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 kelompok, yaitu kelompok elite yang memerintah dan kelompok elite yang tidak
 memerintah. Kedua kelompok elite itu senantiasa berebut kesempatan untuk
 mendapatkan porsi kekuasaan sehingga terjadilah sirkulasi elite. Setiap elite yang
 memerintah, menurut Pareto, hanya dapat bertahan apabila secara kontinuitas
 memperoleh dukungan dari masyarakat bawah.49
 Dalam bukunya The Mind and Society, pareto mencoba menyangkal
 Marxisme dengan jalan mengakui eksistensi dari kelas penguasa (the ruling class)
 atau kelompok elite. Pareto memberikan alasan sebagai berikut: kaum elite tidak
 perlu mendapatkan posisinya berkat supremasi ekonomisnya, dan bahwa
 perubahan sosial dan perubahan politik akan terjadi oleh adanya sirkulasi dari
 kaum elitnya yang tidak perlu didukung oleh faktor-faktor ekonomi. Elite politik
 adalah suatu kaum minoritas (oligarki) yang selalu aktif dalam kelompok,
 sedangkan kaum mayoritas cenderung tidak aktif. Dalam hal ini jelas terdapat
 batas dan pembagian antara yang berkuasa dan yang dikuasai, antara minoritas
 politik dan mayoritas politik. Dengan menekankan bahwa komposisi kelas
 berkuasa atau elite politik itu dapat berubah pada suatu periode waktu, yaitu
 melalui perekrutan anggota-anggota dari non-elite, atau dengan jalan
 melaksanakan pembentukan elite tandingan. Suatu proses yang disebut oleh
 Pareto sebagai “sirkulasi elite” dan dia menyatakan bahwa hubungan antara
 minoritas dan mayoritas pada pokoknya adalah serupa dalam masyarakat.50
 49http://catatanhardika.blogspot.com/2014/04/vilfredo-pareto-1848-1923.html diaksespada tanggal : 18 Juni 2015
 50Nina Althafunnisa “Teori Vilfredo Pareto” minggu 02 desember 2012http://7chebe.blogspot.com/2012/12/teori-vilfredo-pareto.html diakses pada tanggal 24-03-2015
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 Sirkulasi elite akan tetap berjalan karena secara individual baik elite
 keturunan maupun elite yang diangkat atau ditunjuk akan mengalami kemunduran
 sesuai dengan waktu dan sebab-sebab biologis, dengan kata lain konflik tidak
 terlepas dari kondisi kemanusiaan.
 Kajian tentang elite politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang
 mengembangkan teori elit politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat,
 mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban,
 hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni
 kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah,
 biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli
 kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari
 kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh
 kelas yang memerintah.51
 Kajian mengenai elite politik yang di ungkapkan oleh pareto dan mosca
 menunjukan bahwa elite politik adalah merupakan bagian atau kelompok kecil
 (minoritas) dari masyarakat yang memilki pengetahuan dan kekuasaan yang lebih
 dari pada kelompok mayoritas, namun kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok
 minoritas ini bisa digantikan oleh kelompok yang lain jika kelompok yang
 berkuasa tersbut tidak bisa mempertahankan kekuasaannya inilah yang disebut
 oleh pareto sebagai sirkulasi elite atau pergantian kekuasaan.
 51Nina Althafunnisa “Teori Vilfredo Pareto” minggu 02 desember 2012http://7chebe.blogspot.com/2012/12/teori-vilfredo-pareto.html diakses pada tanggal 24-03-2015
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 b. NU dan Elite Politik
 Politik merupakan seni proses yang membentuk dan membagi-bagi
 kekuasaan melalui pengambilan keputusan. Politik berkaitan erat dengan
 kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Karena dari politiklah bisa
 mewujudkan kebaikan bersama. Baik dalam segi perekonomian sampai dalam
 bidang sosial.
 Berbicara mengenai politik tidak terlepas dari orang yang melakukan atau
 bergerak didalamnya yang biasa dikenal dengan sebutan sebagai elite politik.
 kajian elite politik sudah lama telah dirumuskan oleh pareto dan mosca pada
 pembahasan sebelumnya, dimana pareto tidak hanya membahas tentang
 pengertian elite saja, namun bagaimana elite tersebut bisa digantikan dengan elite
 yang lain yang disebut oleh pareto sebagai sirkulasi elite. Namun pada bagian ini,
 tidak membahas tentang teori elite, akan tetapi pada bagian ini yang akan dibahas
 adalah kajian tentang NU dan elite politik. Dalam pengertian yang umum, kata
 elite jika disandingkan dengan agama sering juga diterjemahkan dengan kata
 “ulama ” yang mempunya arti sebagai orang-orang pintar, terkemuka, atau orang-
 orang terpandang dari kalangan agama.
 Dalam perkembangan politik di negara Indonesia ulama’ menjadi Vote
 Getter dalam setiap pemilu yang dilaksanakan. Banyaknya animo masyarakat
 yang ikut berpartisipasi dalam setiap pemilihan tidak terlepas dari peran seorang
 ulama’ didalamnya, kehadiran ulama’ dalam poltik di Indonesia memiliki arti
 yang signifikan dalam perkembangan politik yang ada di Indonesia.
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 NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia juga memiliki
 tokoh-tokoh yang masuk dalam politik di Indonesia, didalam sejarah politik
 Indonesia, NU bukan merupakan organisasi baru dalam dunia politik Indonesia,
 namun sejak kelahirannya organisasi ini sudah ikut andil dalam memperjuangkan
 kemerdekaan Indonesia. Parah tokoh-tokoh NU inilah yang kemudian disebut
 sebagai elite politik.
 Kehadiran para elite NU dalam politik di Indonesia dari masa Indonesia
 sebelum merdeka hingga masa revolusi. Kehadiran para elite NU mengalami
 pasang surut, terlebih ketikah NU menyatakan kembali ke Khittah, namun
 perjuang para elite NU untuk terlibat dalam politik di Indonesia tidak berhenti
 begitu saja, pasca revolusi NU semakin menunjukan wajahnya dalam perpolitikan
 di Indonesia. Terbukti dengan terpilihnya Abdur Rahman Wahid sebagai presiden
 ke 4 Republik Indonesia.
 Seiring berjalannya waktu, kehadiran para elite-elite NU dalam politik di
 Indonesia menjadi sangat penting, seperti halnya pada saat pemilihan umum
 presiden dan wakil presiden pada tahun 2014, kehadiran para elite-elite NU
 seperti Mahfud Md, Said Aqil, Khofifah Indar Parawansyah dan Muhaimin
 Iskandar pada pemilhan umum tersebut memberikan dampak dalam proses
 pemilihan.
 Kehadiran para Elite NU tersebut dalam pemilihan presiden tahun 2014,
 merupakan bukti nyata bahwa, para elite NU memberikan pengaruh yang cukup
 besar dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu pemerintahan di
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 Indonesia, dalam hal ini menunjukan bahwa NU pada perpolitikan di Indonesia
 tidak bisa dipisahkan.
 D. Pilpres
 Di negara demokrasi pemilihan umum merupakan hal terpenting yang tidak
 bisa dilepaskan ataupun dihilangkan, karena sistem demokrasi menjunjung tinggi
 asas kebebasan dalam berpendapat dan menentukan pilihan. Inilah yang
 kemudian menjadikan pemilu sebagai tolak ukur penting dalam sistem demokrasi,
 karena hasil dari pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana
 keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap
 mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.52
 Pemilihan presiden atau yang sering disingkat dengan Pilpres yang
 diselenggarakan pada tanggal 9 juli 2014 untuk memilih presiden dan wakil
 presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019, merupakan pemilaian umum
 langsung yang dilaksanakan untuk yang ke-tiga kalinya untuk memilih presiden
 dan wakil presiden Indonesia.
 Pemilihan umum di Indonesia merupakan pesta demokrasi yang
 berlangsung lima tahun sekali pasca reformasi, merupakan salah satu wadah
 aspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihan yang nantinya akan
 menjadi pemimpin bagi mereka, proses pemilihan umum untuk menentukan
 presiden dan wakilnya dilakukan secara serentak.
 Dalam undang-undang repubilk Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang
 pemilihan Umum presiden dan wakil presiden pasal 2 menjelaskan bahwa pemilu
 52Miriam Budiardjo “Dasar-Dasar Ilmu Politik” (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama,2008), h. 461
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 presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan
 asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.53
 53 https://www.mahkamahagung.go.id di akses pada tanggal 05 April 2015
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 BAB III
 HUBUNGAN NAHDLATUL ULAMA DENGAN POLITIK
 DALAM LINTASAN SEJARAH
 Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi besar Islam di Indonesia yang
 tidak dapat dilepaskan dari sejarah Indonesia. Kehadiaran NU di Indonesia
 memberikan pengaruh besar dalam tatanan bangsa Indonesia, sejak masa
 penjajahan hingga saat ini.
 Kehadiran NU tidak dapat dilepaskan dari pengaruh para kyai dan elite-elite
 yang berada di dalamnya. Kehadiran para elite NU menjadikan NU sebagai salah
 satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pada bab ini penulis akan membahas
 tentang hubungan NU dengan politik dalam lintasan sejarahnya. Berikut dua poin
 yang terkait dengan pembahasan tersebut, yaitu antara lain : sekilas tentang
 Nahdlatul Ulama dan Hubungan Nahdlatul Ulama dengan politik.
 A. Sekilas tentang Nahdlatul Ulama
 1. Latar belakang dan Tujuan Berdirinya Nahdlatul Ulama
 Kelahiran Nahdlatul Ulama (biasa di singkat NU) pada dasarnya merupakan
 muara perjalanan panjang sejumlah ulama pesantren di awal abad ke-20, yang
 berusaha mengorganisir dan berjuang demi melestarikan budaya keagamaan kaum
 muslim tradisional, di samping itu juga kelahiran NU merupakan bentuk
 kesadaran untuk ikut mengorbankan semangat nasionalisme.54
 54 Printed for the purpose of ICIS 3 only , Nahdlatul Ulama, h.2
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 Pembentukan jamiyah NU, merupakan upaya pengorganisasian potensi dan
 peran ulama yang sudah ada untuk ditingkatkan dan dikembangkan lebih luas lagi.
 NU didirikan adalah untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan dan
 menyatukan langkah para ulama pesantren di dalam tugas pengabdian keagamaan,
 sosial, ekonomi dan persoalan kemasyarakatan pada umumnya.
 Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926
 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H, dan resmi berbadan hukum pertama
 kali pada tanggal 6 Februari 1930. Sebagaimana tercatat dalam Besluit
 Rechtspersoon No. IX tahun 1930, yang kemudian diperbarui pada tahun 1989
 berdasarkan keputusan menteri kehakiman RI. No. C2-7028.HT.01.05.TH.89.55
 Lahirnya Nahdlatul Ulama sebagai representatif dari kaum tradisionalis,
 yang merupakan jawaban dari umat Islam terhadap problem dan fenomena yang
 berkembang dalam dunia Islam di Indonesia dan untuk berkiprah dalam
 memperkuat barisan kebangkitan nasional.
 Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab yakni, Nahdlatul artinya bangkit
 atau bergerak. Nama Nahdlatul Ulama adalah usulan dari ulama-ulama pada
 zaman dahulu. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat dan keagamaan
 mempunyai lambang yang menggambarkan dasar tujuan dan cita-cita dari
 keberadaan organisasi. Lambang Nahdlatul Ulama diciptakan oleh K.H. Ridwan
 Abdullah.56
 55Printed for the purpose of ICIS 3 only , Nahdlatul Ulama, h.156Slamet Effendy Yusuf “Perumusan Negara Masa Khitta; Pancasila Sebagai Ideologi
 Final, Tashwirul Afkar NU &Politik Ketatanegaraan”(Lakpesdam NU, Edisi No 27 tahun 2009)h. 7
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 Kelahiran NU di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari kerangka perjuangan
 nasional bangsa ini dalam mencapai kemerdekaannya. Sejak kolonialisme masih
 menjajah Indonesia, para pendiri NU seperti K.H. Wahab Chasbullah, K.H.
 Hasyim Asyari K.H. Bisri Samsuri dan beberapa Kyai lainnya, menyadari bahwa
 keadaan negara yang terjajah merupakan penyebab utama bangsa ini terpuruk
 dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Lebih dari tiga abad lamanya masyarakat
 Indonesia menderita akibat berbagai kebijakan yang tidak manusiawi akibat dari
 pemerintah kolonia Belanda, seperti kebijakan kerja paksa dan kebijakan tanam
 paksa (1830-1870).57
 Pada abad ke-20 merupakan tonggak sejarah bagi munculnya cikal-bakal
 bangsa Indonesia, pada awal abad ini bermunculan organisasi-organisasi
 pergerakan nasional baik organisasi politik maupun keagamaan, pada abad ini
 dikenal sebagai era kebangkitan nasional. Organisasi pertama yang muncul adalah
 organisasi keagamaan Syarikat Dagang Islam (SDI) yang lahir di solo yang
 kemudian menjadi Syarikat Islam (SI).58
 Gerakan ini lahir dari Surabaya oleh HOS Tjokroaminoto, organisasi ini
 bermula dari para pemuda yang kerap berdiskusi tentang pemikiran dan gagasan
 mengenai kebangkitan nasional di kediaman HOS Tjokroaminoto. Diantara
 mereka adalah Soekarno, SM. Kartosoewirjo, Soetomo. Dari organisasi tersebut
 57Arief Mudatsir Mandan (ed.), “Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid , Tanggung JawabPolitik NU Dalam Sejarah”, (Jakarta ; Pustaka Indonesia Satu, 2008), h.1
 58Dalam perjalanannya SI menjadi wadah bagi banyak tokoh muslim, termasuk diantaranyaK.H. Wahab Chasbullah yang menjadi ketua SI cabang Makkah.
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 kemudian munculah organisasi-organisai pemuda lainnya seperti organisasi Budi
 Utomo, dan kemudian organisasi keagamaan Muhamadiyah.59
 Berbeda dengan SI, organisasi Muhamadiyah ini memiliki pandangan yang
 berbeda terhadap tradisi keagamaan di daerah. Ajaran-ajaran Muhamadiyah
 sangat menentang tradisi yang “tidak Islami”. Kehadiran Muhamadiyah ini
 memunculkan perbenturan-perbenturan dengan kelompok Islam tradisional,
 bahkan berpotensi memunculkan konflik. Maka dari itu untuk menghindari
 konflik tersebut, SI mempelopori berdirinya Kongres al Islam.60
 Pada tahun 1916, K.H. Wahab Chasbullah berkeinginan untuk
 mempersatukan umat Islam di kalangan-kalangan pesantren agar dapat berjuang
 bersama untuk mewujudkan kemerdekaan dan melepaskan umat Islam yang
 berada di pelosok-pelosok daerah dari kemiskinan, kebodohan, dan
 keterbelakangan sebagaimana yang di cita-citakan oleh gerakan kebangkitan
 nasional, pada tahun tersebut K.H. Wahab Chasbullah mendirikan sebuah
 organisasi pergerakan yang bernama Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah Air),
 dan kemudian pada tahun 1918 bersama-sama tokoh Islam lainya seperti K.H.
 Mas Mansyur dan K.H. Ahmad Dahlan membentuk lembaga pendidikan
 Tashwirul Afkar (potret pemikiran) atau yang dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri
 (kebangkitan pemikiran), dan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat,
 59 Slamet Effendy Yusuf “Perumusan Negara Masa Khitta; Pancasila Sebagai IdeologiFinal, Tashwirul Afkar NU &Politik Ketatanegaraan”(Lakpesdam NU, Edisi No 27 tahun 2009),h. 8-9
 60 Kacung Maridjan, “Quo Vadis NU”, (Jakarta: Erlangga, 1991), h.15
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 ditahun yang sama dibentuklah Nahdlatul Tujjar. Ketiga organisasi tersebutlah
 yang kemudian akan menjadi cikal-bakal berdirinya organisasi Nadlatul Ulama.61
 Selain kerangka perjuangan nasioanal diatas kelahiran NU juga tidak bisa
 terlepas dari dinamika yang terjadi di ranah internasional, terutama di Arab Saudi,
 Organisasi ini muncul dari reaksi terhadap perkembangan dunia Islam. Beberapa
 tokoh Islam khususnya yang berasal dari kalangan pesantren memiliki pandangan
 serta sikap yang sama terhadap situasi yang tengah berlangsung di Arab Saudi,
 kesamaan ini sekaligus merupakan perbedaan dengan berbagai kelompok Islam
 lainya di Indonesia.
 Latar belakang berdirinya Nahdlatul ulama adalah kondisi transisi dari
 keterpurukan umat menuju kepada penyadaran pemahaman keagamaan yang
 mengalami puncaknya pada tahun 1924, dimana pada tahun tersebut di Arab
 Saudi terjadi peralihan kekuasaan dari bagian kekhalifahan Ustmani kepada rezim
 Ibnu Saud, ia adalah seorang pemimpin yang sangat keras yang mengingikan
 dunia Islam berada dalam satu asas saja yakni wahabi, dimana paham ini menolak
 pencampuran antara sistem tradisi, budaya dan peradaban dengan ajaran al Qur’an
 dan Sunah, sebagai bagian dari purifikasi itu, Raja Saud bermaksud untuk
 menghancurkan semua bangunan peninggalan sejarah Islam yang selama ini di
 ziarahi, termasuk makam Nabi, para Sahabat, bangunan khaizran dan lain-lain,
 karena di anggap tidak sesuai dengan ketentuan al Qur’an dan Sunah (Bid’ah).62
 61 Slamet Effendy Yusuf,“Perumusan Negara Masa Khittah; Pancasila Sebagai IdeologiFinal, Tashwirul Afkar NU &Politik Ketatanegaraan”,(Lakpesdam NU, Edisi No 27 tahun 2009),h. 9-10
 62 Sejarah NU pdf www.digilib.uinsby.ac.id diakses pada tanggal 30 Juli 2014.
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 Di Indonesia tindakan yang dilakukan oleh Raja Saud memunculkan pro
 dan kontra dimana kalangan Muhamadiyah dan PSII menyambut hangat gerakan
 asas tunggal dan upaya untuk menghancurkan warisan peradaban Islam tersebut.
 Bahkan mereka, meskipun tidak sefrontal raja Saud, ikut melakukan tindakan
 yang serupa di berbagai daerah di Indonesia.
 Pada pihak lainya, beberapa kelompok terutama kalangan pesantren,
 diantaranya K.H. Wahab Chasbullah dan K.H. Hasyim Asy’ari dan kyai-kyai
 yang lain, sangat menentang penghancuran warisan peradaban tersebut, kalangan
 pesantren menentang upaya penyeragaman madzhab pada dunia Islam, menurut
 kalangan pesantren, budaya tidak perlu dihancurkan, tetapi seharusnya dilakukan
 suatu proses akulturasi dengan kehidupan kultural dan sosial masyarakat
 Indonesia dalam proses berdakwah Islam.63
 Pada tahun 1925, di dalam momentum kongres al Islam ke-5 di Bandung,
 K.H. Wahab Chasbullah, atas nama kalangan pesantren menyampaikan
 penolakannya terhadap penghancuran peradaban Islam, yang diusulkan untuk
 disampaikan oleh delegasi kongres dalam Mu’tamar ‘Alam Islamy (Kongres Islam
 Internassional). Namun pendapat tersebut tidak diterima oleh sebagian besar
 peserta kongres, sehingga K.H. Wahab Chasbullah dan kalangan pesantren
 lainnya meninggalkan agenda kongres. Akibat dari sikapnya tersebut K.H. Wahab
 Chasbullah dicabut haknya sebagai delegasi dalam Mu’tamar ‘Alam Islamy, yang
 63 Sinansari Ecip (Ed), “NU Dalam Tantangan”, (Jakarta, Al-Kaustar,1989), h.54
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 kemudian dalam kongres tersebut memutuskan yang menjadi utusan ke kongres
 mekah yaitu Tjokroaminoto (SI) dan Mas Mansyur (muhamadiyah).64
 Namun demikian, di dorong oleh keyakinan akan konsep dan pandangannya
 tentang kebebasan bermadzhab serta penolakan penghancuran warisan budaya
 Islam, maka kalangan pesantren membuat Komite Hijaz yang diketuai oleh K.H.
 Wahab Chasbullah, komite ini berlangsung di Surabaya di kediaman K.H. Wahab
 Chasbullah dan dihadiri oleh K.H. Muhammad Hasyim Asyari dan juga ulama-
 ulama lainya yaitu K.H. Ma’shum, K.H. Ridwan, K.H. Nawawi, K.H. Nahrawi
 Muchtar, K.H. Alwi Aziz, K.H. Ridwan, K.H. Abdullah Ubaid, K.H. Doro
 Muntaha, K.H. Dahlan Abdul qahar, K.H. Abdullah faqih, K.H.. Abdul Halim dan
 lain sebagainya.65
 Komite Hijaz yang diketuai oleh K.H. Wahab Chasbullah ini kemudian
 memutuskan untuk mengirim dua orang utusan ketanah Hijaz yaitu K.H. Wahab
 Chasbullah dan K.H. Asnawi Kudus untuk meminta pada raja Saud lima hal
 diantara sebagai berikut ; (1) Memberlakukan kebebasan bermadzhab; (2) Tetap
 meresmikan tempat-tempat bersejarah di makkah; (3) Meminta di umumkan hal
 ikhwal haji sebelum musim haji; (4) Memohon agar semua hukum di negeri
 Hijaz di tulis sebagai undang-undang agar ada kepastian hukum; (5) Memohon
 ada jawaban tertulis yang juga menjelaskan bahwa utusan komite hijaz telah
 menghadap raja Saud. Sebagai hasil dari komite hijaz ini raja Saud memberikan
 surat balasan tertulis dan mengabulkan permintaan utusan Komite hijaz, terkecuali
 64Parakitri T.Simbolon, “Menjadi Indonesia , Akar-akar Kebangsaan Indonesia”, (Jakarta;Penerbit Kompas, 1995),h.649-650
 65Arief Mudatsir Mandan (ed.), “Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid, Tanggung JawabPolitik NU dalam Sejarah”, (Jakarta : Pustaka Indonesia Satu, 2008), h. 6-7.
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 permintaan keempat, karena dalam pandangan raja Saud hal tersebut merupakan
 urusan intern negeri Hijaz.66
 Setelah keberhasilan dalam komite Hijaz, kalangan pesantren yang
 tergabung dalam komite Hijaz merasa sangat membutuhkan wadah atau organisasi
 yang dapat mewadahi umat Islam yang memilki pemahaman, pemikiran,
 pandangan dan konsep yang serupa. mereka berpandangan dengan adanya
 organisasi, maka kelompok Islam ini akan dapat melakukan kajian-kajian secara
 sistematis. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 1926 di bentuklah organisasi yang
 bernama Nahdlatul ulama (Kebangkitan Ulama), sebagai wadah penyalur aspirasi
 bagi kalangan kyai tradisional atau pesantren.67
 2. Ideologi Nahdlatul Ulama
 Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dengan upaya
 mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) sebagai ideologi
 yang dipegang teguh oleh NU. Ajaran ini bersumber dari al Qur’an, Sunah , Ijma’
 (keputusan-keputusan para ulama’ sebelumnya), dan Qiyas (kasus-kasus yang ada
 dalam cerita al-qur’an dan Hadist). Sebagaimana yang di kutib oleh Marijan dari
 K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu; (1) Dalam bidang-bidang hukum
 Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan
 Hambali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Imam
 Syafi’i; (2) Dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-
 66Choirul Anam, “Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama”, (Sala:Penerbit Jatayu, 1985), h. 54-55.
 67 Arief Mudatsir Mandan (ed.), “Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid , Tanggungjawab Politik NU dalam Sejarah”, (Jakarta : Pustaka Indonesia Satu, 2008), h. 8.
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 Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi; (3) Dalam bidang tasawuf,
 menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.68
 Menurut Muhammad Abu Zahra, perbedaan pendapat dikalangan kaum
 muslim pada hakikatnya menampak dalam dua bentuk yaitu praktis dan teoritis.
 Perbedaan secara praktis terwujud dalam kelompok-kelompok seperti kelompok
 Ali bin Abi Tholib (Syi’ah), Khawarij dan kelompok Muawiyah. Bentuk kedua
 dari perbedaan pendapat dalam Islam bersifat ilmiyah teoritis seperti yang terjadi
 dalam masalah aqidah dan fiqih. Ahlus Sunnah wal jama’ah sebagai salah satu
 aliran dalam Islam meskipun pada awal kelahirannya sangat kental dengan
 nuansa politiknya, namun dalam perkembangannya diskursus yang dikembangkan
 juga masuk pada bagian wilayah seperti aqidah, fiqih , tasawuf dan politik.69
 Dengan haluan ideologi Ahlus Sunnah Waljama’ah ini lahir dengan alasan
 yang mendasar, antara lain : Pertama, kekuatan penjajah Belanda untuk
 meruntuhkan potensi Islam yang kemudian menjadikan rasa tanggung jawab para
 ulama untuk menjaga kemurnian dan keluhuran ajaran Islam. Kedua, rasa
 tanggung jawab para ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan
 kemerdekaan dan membebaskan dari belenggu penjajah. Ketiga, rasa tanggung
 jawab para ulama untuk menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia.70
 Nahdlatul Ulama lahir sebagai representatif dari ulama tradisionalis, dengan
 haluan ideologi Ahlus Sunnah waljamaah, ideologi Ahlus Sunnah wal jama’ah
 dipegang teguh oleh kaum NU, sebagai pola nalar dalam Islam yang merujuk
 kepada al Qur’an dan sunah Nabi Muhammad SAW.
 68 Laode Ida, “NU Muda “, (Jakarta, : Erlangga, 2004) h. 7.69 Ridwan, “Paradigma Politik NU”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 10170 Masykur Hasyim, “Merakit Negeri Berserakan”, (Surabaya : Yayasan 95, 2002) h. 67
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 B. Hubungan Nahdlatul Ulama dengan Politik
 1. Agama dan Politik
 Dalam masyarakat Indonesia selain kata agama dikenal pula kata Din, dari
 bahasa Arab, dan kosa kata religi yang diambil dari khasanah Eropa. Kata agama
 sendiri merupakan kata dari bahasa Sansekerta, dan ada yang berpendapat yang
 mengatakana bahwa kata tersebut tersusun dari dua suku kata yakni A yang berarti
 tidak dan Gama yang berarti kacau, jadi agama memiliki arti tidak kacau.71
 Pertautan antara agama dan politik terus menjadi perdebatan, baik dalam
 tataran akademik maupun praktis. Hal ini disebabkan bukan karena kompleksitas
 hubungan di antara keduanya, namun hal ini disebabkan oleh kenyataan yang
 tunggal, dimana agama merupakan pondasi kehidupan bagi umatnya, sedangkan
 politik merupakan suatu hal yang tidak dapat terlepaskan dalam kehidupan
 bermasyarakat dan bernegara.
 Agama pada dasarnya bersifat independen, yang secara teoritis dan
 dogmatis sangat mungkin terlibat dalam kaitan saling mempengaruhi dengan
 kenyataan sosial, ekonomi dan politik. Sebagai unit yang independen, maka bagi
 penganut agama mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk menentukan pola
 perilaku manusia dan bentuk struktur sosial, dengan demikian ajaran agama
 (aspek kultural dari agama) mempunyai potensi untuk mendorong atau bahkan
 menahan proses perubahan sosial, dimana dalam agama Islam yang strategis
 untuk melakukan hal itu adalah ulama dan pendidikan (pesantren).72
 71Firdaus Syam, “Amin rais & Yusril Ihza Mahendra Di Pentas Politik Indonesia Modern ”,(Jakarta : Khoirul Bayan, 2003), h. 15.
 72Abdullah Taufik, “Agama Dan Perubahan Sosial”, (Jakarta : Rajawali Press, 1983), h. 1.
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 Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk
 agama Islam, agama Islam berkembang pesat di negara Indonesia hingga sampai
 membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari sinilah hubungan antara Islam
 dan politik menjadi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Menurut Abdul Aziz dalam
 bukunya Politik Islam Politik; pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam,
 menyebutkan bahwa: Islam politik adalah hubungan manusia dengan kekuasaan
 yang di landasi atau di ilhami oleh petunjuk dan ajaran Islam yang bersumber al
 Qur’an dan Sunah Rasul Allah.73
 Korelasi antara Islam, NU dan kehidupan kenegaraan, tidak dapat
 dilepaskan dari sifat dasar yang ada dalam NU sendiri. Sebagai organisasi
 keagamaan NU jelas mempunyai keterikatan terhadap faham Ahlu Sunnah Wal
 Jamaah, karena faham ini merupakan pondasi dan kontruksi NU. Inilah kata kunci
 untuk melihat pola hubungan NU, Islam dan negara.
 Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia memang memiliki tradisi
 yang amat panjang. Akar-akar geneologisnya dapat di tarik kebelakang hingga
 akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, ketika Islam pertama kali di perkenalkan
 dan disebarkan di kepulauan ini. Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang
 inilah, Islam dengan mengadakan dakwanya yang bermakna dengan realitas-
 realitas sosio-kultural dan politik setempat, secara tidak langsung sudah terlibat
 dalam politik. Pada kenyataannya malah dapat dikatakan bahwa Islam, sepanjang
 perkembangannya di Indonesia, telah menjadi bagian integral dari sejarah politik
 73 Abdul Halim , “Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama”, (Jakarta : LP3ES, 2014), h. 1.
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 negara ini, meskipun hal ini tidak serta-merta mengandalkan bahwa Islam secara
 in heren adalah agama politik.74
 Ideologi Ahlu Sunnah wal jama’ah menekankan nilai-nilai modernisasi dan
 harmonis dalam kehidupan. Nilai-nilai tersebut dapat membingkai segala
 pemikiran NU untuk mencermati berbagai kehidupan termasuk dalam melihat
 hubungan dengan masalah pemikiran keagamaan dan politik.75
 2. Arti Politik dalam Pandangan NU
 Dalam kaitanya dengan wawasan kebangsaan, pemikiran politik NU selalu
 memadukan antara nilai kebangsaan dengan nilai keagamaan (Islam), perpaduan
 antara keduanya didasarkan pada landasan hukum Islam yang memberikan
 pedoman bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan poltik.
 Menurut Abdur Rahman Wahid (Gus Dur), hubungan antara agama dan negara
 harus terjalin secara proposional, hal ini dimaksudkan agar proses berfikir kaum
 muslimin tidak menganggu perkembangan negara yang sedang merintis dan
 membangun tatanan negara yang mantap dan berfungsi untuk jangka panjang.
 Sikap politik tersebut merupakan perwujudan dan perpaduan antara wawasan
 keagamaan dengan wawasan kebangsaan. Berdasarkan sikap politik
 kemasyarakatan tersebut dan sesuai dengan budaya politik Indonesia, pemikiran
 politik NU selalu terbingkai pada sikap selektif, akomodatif, dan integrativ,
 dengan tetap memegang teguh nilai dan prisip dasar yang telah ditetapkan. Sikap
 74Dr.KH.Miftah Faridl, “Kyai di antara Peran Agama dan Partisipasi Politik : DilemaSejarah dan Pencarian Identitas”, h..24.
 75 Hendri Julianto “Perbandingan AbdurRahman Wahid dan Yusuf Hasyim Tentang Visidan Strategi Politik NU ” (Jakarta : 2008) , h. 16.
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 demikian diterapkan oleh NU dalam menjawab setiap permasalahan baru yang
 muncul dan mencarikan pemecahannya tanpa menimbulkan gejolak.76
 Mengenai konsep negara Islam, NU memiliki pandangan tersendiri. Bagi
 NU yang lebih penting adalah mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam
 kehidupan bernegara, dari pada formalisasi Islam dalam bentuk suatu negara,
 Pandangan politik NU yang demikian tentu tidak mengherankan jika
 memperhatikan watak-watak pemikiran NU. Sikap tawassuth,77 Ii’tidal,78
 Tasamuh,79 Tawazun,80 dan Amar ma’ruf nahi mungkar,81 yang menjadi karakter
 utama NU, tampaknya telah membuat organisasi ini mampu melakukan proses
 adaptasi dengan tuntutan-tuntutan negara modern. Sehingga NU dapat merespon
 persoalan secara lebih arif tanpa kehilangan ketegasannya.82
 Dalam dimensi pemikiran politik, NU sangat dipengaruhi oleh Ahlus
 Sunnah wal Jama’ah (ASWAJA), pemikiran politik NU juga dipengaruhi oleh
 pemikiran politik KH Abdurrahman Wahid yang menekankan pada dimensi
 liberalisme, humanisme, dan penguatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
 76Ali Maschan Moesa “Kiai NU dalam Paradigma Politik Kebangsaan ” abstract jurnalAl-Daulah vol 2 no 01 2012” (aldaulah.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/30 ) di Aksespada tanggal 06-08-2015 jam. 10.09 wib.
 77Sikap moderat yang berpijak pada prinsip menempatkan diri ditengah-tengah antara duaujung tatharruf(ekstremisme) dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaranserta menghindari keterlanjuran kekiri atau kekanan secara berlebihan. Printed for the purpose ofICIS 3 only , Nahdlatul Ulama, h.6.
 78Tegak lurus berlaku adil, tidak berpihak kecuali kepada yang benar dan yang harus dibela.Printed for the purpose of ICIS 3 only , Nahdlatul Ulama, h.6.
 79 Sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dankemajemukan identitas budaya masyarakat Printed for the purpose of ICIS 3 only , NahdlatulUlama, h.6.
 80 Sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesamaumat Islam Printed for the purpose of ICIS 3 only , Nahdlatul Ulama, h.8.
 81 Mengajak dan mendorong perbuatan baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi daukhrowi dan menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkandanatau menjerumuskan nilai-nilaia kehidupan.
 82 H. Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, “Antologi NU ; Sejarah, Istilah, Amali,Uswah.”, (Surabaya: Penerbit Khalista, 2007 ), h. 13.
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 (civil empowering). KH. Abdurrahman Wahid adalah salah satu figur sentral yang
 berperan dalam memutuskan dan merumuskan NU kembali ke Khittah pada tahun
 1926. Dibawah kepemimpinannya, NU mengalami perubahan penilaian dari
 sebagai organisasi tradisional menjadi organisasi modern yang terlibat aktif dalam
 gerakan pembaruan pemikiran didalam peta pemikiran Islam di Indonesia. Fachry
 Ali dan Bahtiar Effendy menempatkan Abdurrahman Wahid ke dalam kelompok
 neo-modernisme yang melihat Islam bersifat inklusif dengan Negara.83
 Pemikiran politik NU berkembang setelah NU menetapkan kebijakan
 kembali ke khittah tahun 1926 pada muktmar ke 27 di Situbondo Jawa Timur.
 Khittah NU merupakan landasan berfikir bersikap dan bertindak warga NU yang
 harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi, serta
 dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kebijakan ini mempunyai implikasi
 kelembagaan agar NU lebih aktif mengambil peran politik dalam tataran
 pemikiran politik.84
 Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh NU setelah kembali ke Khittah
 1926 adalah bagaimana mengubah orientasi politik warganya dalam
 mengartikulasikan kepentinganya melalui perjuangan politik. Khittah 1926 yang
 mendasarkan pada paradigma Aswaja dan tradisi pesantren, menjadi rujukan
 berpikir dalam merumuskan peran politik NU. Perubahan mendasar yang harus
 dilakukan oleh NU adalah mengubah makna politik sebangai alat untuk
 memperebutkan kekuasaan menjadi makna politik sebagai alat untuk
 83 Dr.Ali Maskur Musa,“Nasionalisme di Persimpangan;Pergumulan NU dan PahamKebangsaan Indonesia”, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011), h.10-11
 84 Ali Maskur Musa, “Nasionalisme di persimpangan ”, (Jakarta : Penerbit Erlangga,2002), h. 8.
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 meningkatkan kedewasaan politik rakyat dalam kehidupan bernegara. Perubahan
 orientasi politik seperti ini membutuhkan perumusan pemikiran politik secara
 luas.85
 Pada awal berdirinya, NU sebagai Ormas keagamaan. Dimana kehadirannya
 merupakan manifestasi dan obsesi “fonding Fathers” yang menghendaki
 lestarinya tradisi-tradisi Sunni di Indonesia. Namun dalam permulaannya dengan
 realitas (problem) kebangsaan, dimensi politik juga tak luput dari kipranya,
 terutama, karena para pendirinya aktif dalam pergerakan penggalangan
 Nasionalisme di tengah-tengah penjajahan kolonial pada saat itu.
 Dalam khazanah pemikiran politik, NU memiliki pemikiran politik
 kenegaraan seperti KH Achmad Siddiq, KH Abdurrahman Wahid, Prof. KH Ali
 Yafie, KH M.A Sahal Mahfudz dan KH A. Muchith Muzadi. Dalam pandangan
 Mahrus Irsyam, sebagai wadah pemikiran baru, NU memulainya dengan
 intensitas yang tinggi, sehingga terkesan lebih maju dari pada Muhammadiyah.86
 Pemikiran politik NU selalu memadukan antara nilai kebangsaan dengan nilai
 keagamaan (Islam). Perpaduan antara keduanya didasarkan pada landasan hukum
 Islam yang memberikan pedoman bahwa Islam tidak mengenal pemisahan agama
 dan politik. Menurut Abdurrahman Wahid, hubungan agama dan negara harus
 terjalin secara proporsional. Hal ini dimaksudkan agar proses berpikir kaum
 85 Ali Masykur Musa, “Nasionalisme di persimpangan”, (Jakarta : Penerbit Erlangga,2002), h. 15.
 86 Mahrus Irsyam, “Islam di Indonesia: Pengembangan Organisasi dan GerakanPemikiran”, Prisma No.4, 1990.
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 Muslimin tidak mengganggu perkembangan negara yang sedang merintis dan
 membangun tatanan negara yang mantap dan berfungsi untuk jangka panjang.87
 Dalam rumusan KH Ahmad Siddiq, sikap sosial kenegaraan NU
 dirumuskan dalam sikap politik tawasshuth (jalan tengah), tawazun (seimbang),
 dan I’tidal (tegak lurus).88 Sikap politik tersebut merupakan perwujudan sintesis
 wawasan keagamaan dengan wawasan kebangsaan. Dalam hubungannya dengan
 keindonesiaan, wawasan kebangsaan sangat penting karena Indonesia adalah
 negara yang sangat bhineka dalam segala aspek seperti agama, suku dan budaya.
 Karena itu, dengan dimilikinya wawasan kebangsaan yang mantap, akan
 diperoleh persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh. Nasionalisme sebagai akar
 dari paham kebangsaan perlu dipraktikkan oleh semua warga negara. Salah
 satunya adalah cinta negara (patriotisme).89
 Berkaitan dengan pemikiran politik NU tentang keberadaan pemerintah
 suatu negara, para ulama sepakat bahwa mengangkat pemimpin dalam
 pemerintahan adalah wajib hukumnya. Kewajiban mengangkat pemerintah
 tersebut didasarkan pada dalil naqliyah (Qur’an-Hadits) dan aqliyah (akal sehat),
 serta merujuk gagasan para pemikir politik sunni seperti al Mmawardi. Di dalam
 pandangan NU, pemerintah adalah pengemban amanat rakyat dan amanat agama
 Islam, meskipun negara tersebut bukan negara Islam. pemerintah merupakan
 lembaga eksekutif yang berperan didalam pelaksanaan kebijakan demi
 tercapainya tujuan masyarakat-negara (nation-state). Karena itu kegiatan
 87 Abdurrahman Wahid, “Beberapa Aspek Teoritis dari Pemikiran Politik dan NegaraIslam”, dalam Imron Hamzah dan Choirul Anam (eds), Gus Dur Diadili Kiai-Kiai (Surabaya:Penerbit : Jawa Pos, 1989), h. 100.
 88 Ahmad Siddiq, “Khittah Nahdhiliyah” (Surabaya: Balai Buku, 1980), h.11.89 Ali Masykur Musa,“Nasionalisme di persimpangan”( Jakarta : Erlangga, 2002), h.11-12.
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 pemerintah Indonesia harus diarahkan pada tercapainya tujuan negara yang telah
 dirumuskan pada pembukaan UUD 1945. Sistem politik Indonesia memberikan
 kekuasaan dan kewenangan yang tinggi terhadap pemerintah dalam menjalankan
 fungsi-fungsinya sesuai dengan undang-undang.90
 3. Relevansi NU dengan politik di Indonesia
 Berdirinya NU semenjak semula memang merupakan organisasi sosial
 keagamaan, yang memiliki tugas untuk memberikan panduan dan bimbingan
 bagaimana agar perubahan kebutuhan, maupun kaifiyah dalam memecahkan
 kebutuhan tersebut tidak mengakibatkan goncangan pada moral masyarakat
 dengan terus melakukan pembinaan akhlakul karimah.
 Hubungan NU dangen politik menurut prof Dr H.Nur Syam, Msi
 mengambarkanya sebagai berikut: hak berpolitik adalah salah satu hak asasi
 seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota NU
 walaupun NU bukan merupakan wadah bagi kegiatan politik praktis. Penggunaan
 hak berpolitik dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada dan
 dilaksanakan dengan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga
 tercipta kebudayaan politik yang sehat. 91
 Nahdlatul Ulama menghargai warga negara yang menggunakan hak
 politikya secara baik, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Sebagai
 90 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 1992), h.167-168.91 Relasi NU dan Politik www.academia.edu/5577918/politik_NU di akses pda tanggal
 08/07/2015.
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 organisasi yang besar NU memang selalu berada didalam tarik-tarikan
 kepentingan politik baik dari kadernya sendiri maupun orang luar.92
 Dalam perjalanannya, karena watak reaktif itu pula NU kerap kali terjebak
 pada situasi tempoler, terutama terkait dengan agenda politik praktis. Para elite
 NU tidak pernah ketinggalan berpartisipasi dalam kancah politik praktis, dengan
 alasan-alasan yang pada dasarnya bersifat pragmatis.93
 Walaupun NU terkenal dengan tradisionalnya, namun dalam pemikiran
 politik NU lebih Modernis dibandingkan dengan Muhamadiyah yang notabennya
 merupakan organisisai Islam modern di Indonesia. Seperti penelitian yang
 dilakukan oleh Muhammad Azhar mengatakan bahwa, NU merupakan organisasi
 tradisioanal ternyata lebih modern dari Muhamadiyah, sebagai contohnya dimana
 proses penerimaan asas pancasila, pendirian BPR nusumma, ternyata NU terkesan
 mendahului Muhamadiyah.94
 Keterlibatan NU dalam kehidupan politik senantiasa dilandasi oleh
 paradigma keagamaan dan nilai organisasi yang dianutnya. Hubungan NU dengan
 pemerintah mengalami fluktuasi. Persamaan persepsi antara keduanya terhadap
 suatu masalah kenegaraan akan melahirkan hubungan yang harmonis. Sebaliknya,
 apabila pemerintah berbeda dari pemikiran politik NU, hubungan antara keduanya
 menjadi renggang. Kesuksesan penataan ideologi negara yang menjadikan
 pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi merupakan wujud persamaan
 persepsi antara pemerintah dan NU. Akan tetapi, ketegangan antara keduanya,
 92 Relasi NU dan Politik www.academia.edu/5577918/politik_NU di akses pda tanggal08/07/2015.
 93Choirul Anam, “Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama”, (Solo: Jatayu,1985), Hal.34.
 94 Muhammad Azhar, “Fiqh Peradaban”, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hal. 89.
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 terlihat saat fraksi PPP yang mayoritas angotanya berasal dari unsur NU, pada
 tahun 1978 menolak konsep P4 yang diajukan oleh pemerintah. Hubungan NU
 dengan politik tidak dapat dipisahkan. Kualitas hubungan antar keduanya sanagat
 dipengaruhi oleh ruang dan waktu serta masalah yang dihadapinya. Situasi seperti
 ini menjadikan hubungan NU dengan pemerintah dalam kehidupan negara
 mengalami pasang surut.95
 Berikut ini merupakan keterlibatan NU dalam politik dari masa sebelum
 Indonesia merdeka hingga masa pra kemerdekaan sampai reformasi.
 a. Nahdlatul Ulama Pada Masa Pra Kemerdekaan
 Tampil sebagai sebuah organisasi keagamaan yang bertujuan untuk
 menyalurkan aspirasi-aspirasi para ulama tradisional pada saat itu. Dalam hal ini
 ulama disegani oleh penjajah sehingga NU memiliki kekuatan yang mampu
 menjebatani kepentingan Islam dan juga kepentingan bangsa Indonesia yang
 kemudian menjadi pilar pengantar terhadap lahirnya negara kesatuan Republik
 Indonesia.
 b. Nadlatul Ulama Pada Masa Kemerdekaan
 1. Pada Masa Orde Lama
 NU tampil sebagai salah satu partai politik, masuknya NU dalam dunia
 politik pada saat itu adalah untuk lebih menyatukan bangsa Indonesia dari
 perpecahan dan juga NU dengan suaranya mampu mempertahankan dasar negara
 Indonesia yakni pancasila.
 95 Ali Masykur Musa, “Nasionalisme di persimpangan ”, (Jakarta : Penerbit Erlangga,2002), h. 14
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 2. Masa Orde Baru
 Dengan kebijakan pemerintahan yang kuat, posisi Nahdlatul Ulama dengan
 kelompok Islam lainnya kembali sebagai organisasi sosial keagamaan dan sepakat
 mendirikan partai persatuan pembangunan (PPP). Secara sosial tetap menjadi
 perhatian NU dan secara politik partai tersebut menjadi roda politik NU.
 3. Pada masa Reformasi
 Masa reformasi ini, politik NU mengalami perubahan yang besar. Dimana
 NU membuat keputusan dan bersepakat dalam keputusan tersebut, yakni dengan
 kembali ke Khittah yang artinya NU murni sebagai organisasi sosial keagamaan
 dan mengambil jarak yang sama terhadap partai politik yang ada. Sehingga NU
 bukan merupakan milik perseorangan ataupun partai, melainkan NU merupakan
 milik potensi bangsa Indonesia.96 Dalam hal ini menunjukan bahwa NU tidak
 akan menjadi sebuah partai politik akan tetapi NU memperbolehkan warganya
 untuk terjun dan memilih partai politik nya sendiri-sendiri.
 Jadi dalam sejarahnya, NU memang berdiri sebagai sebuah organisasi
 sosial keagamaan sebagai bentuk reaksi pemurnian Islam yang terjadi pada masa
 itu. Berdirinya organisasi ini tidak terlepas dari para Kyai dengan komunitas
 pesantrenn sebagai penyanggah utama kelompok Islam tradisionalis, dan memiliki
 faham Ahlussunnah Wal Jama’ah, sebagai wadah usaha mempersatukan diri
 untuk menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan,
 mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam dengan merujuk salah satu
 96 Masykur Hasyim,“Merakit Negeri Berserakan”, (Surabaya : Yayasan 95, 2002), h.77-78
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 imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali), serta berkhidmat kepada
 bangsa, negara dan umat Islam.97
 97 H.Umar Burhan, “Hari-Hari Sekitar Lahir NU”, ( Jakarta : Aula, 1981), h. 21.

Page 71
                        
                        

60
 BAB IV
 POSISI ELITE NAHDLATUL ULAMA DALAM
 PEMILIHAN PRESIDEN 2014
 NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dan memiliki
 pengaruh yang sangat kuat dalam politik. Keterlibatan para elite NU menjadikan
 NU sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan di negara
 Indonesia. Pada pemilihan presiden 2014, elite NU menjadi sorotan karena
 keterlibatannya dalam proses pemilihan presiden. Berikut ini akan dijelaskan
 tentang; 1) Pencapresan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK; 2) Mahmud MD dan
 Khofifah Indar Parawansa; 3) Perbedaan Pemihakan elite NU dalam pilpres 2014.
 A. Pencapresan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK 2014
 Tahun 2014 merupakan tahun yang dinanti banyak kalangan, tidak hanya
 dari para elite politik saja, bahkan masyarakat menengah kebawah pun menanti
 tahun 2014, karena pada tahun tersebut Indonesia mengadakan pesta demokrasi.
 Dalam pesta demokrasi tersebut para elite politik maju bersaing untuk
 memperoleh jabatan tertinggi di negara Indonesia.
 Ajang tahunan yang digelar setiap 5 tahun sekali dan dilaksanakan secara
 serentak memilih dan mendukung calon pemimpin dan wakilnya, menjadikan hal
 tersebut sebagai medan pertarungan untuk merebutkan kekuasaan. Pada tahun
 2014 merupakan grand final bagi para elite politik kawakan untuk dapat
 memperebutkan kursi singgasana orang nomor satu di Republik ini. Tidak hanya
 para elite-elite kawakan saja, namun pemilu tahun 2014 ini di jadikan sebagai
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 sarana untuk mengukur kekuatan elektoral para elite-elite muda yang setelah
 sekian lama bersembunyi dibalik bayang-bayang elite tua.98
 Pada pemilihan presiden 2014, membuka peluang besar untuk semua
 golongan baik dari kalangan militer, partai politik , ataupun dari masyarakat sipil,
 berhak untuk ikut serta pada ajang tersebut. Hal tersebut menjadikan pilpres 2014
 memiliki nilai strategis karena banyaknya para tokoh yang mencalonkan diri
 sebagai kandidat peserta pada pemilihan presiden 2014, setelah Susilo Bambang
 Yudhoyono dinyatakan tidak boleh mengikuti pilpres 2014 menurut konstitusi.
 Pada pemilihan presiden 2014 ada tiga hal yang harus diperhatikan para kontestan
 yang menjadi rumus penting pada pilpres tersebut adalah 3D; dikenal
 (popularitas), disukai (likeability), dan dipilih (elektabilitas). Tiga hal tersebut
 adalah kunci untuk bisa mendapatkan hati rakyat sehingga kontestan mendapatkan
 hasil yang baik.
 A.1. Pencapresan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa
 Pada pemilihan presiden 2014, banyak kalangan dari militer berbondong-
 bondong mencalonkan diri untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia, seperti
 Prabowo Subianto maju melalui Partai Gerindra, Wiranto melalui Partai Hanura,
 Sutiyoso melalui PKPI, Djoko Suyanto dan Pramono Edhie melalui Demokrat,
 Endriartono Sutarto melalui partai Nasdem.99 Namun dari nama-nama tersebut
 yang lolos dalam verifikasi persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ditetapkan oleh KPU sebagai calon
 98 Burhanuddin Muhtadi, Peran Bintang 2014 Konstelasi Dan Prediksi Pemilu Dan Pilpres(Jakarta: Noura Books, 2013), h. 36-38.
 99Burhanuddin Muhtadi, Peran Bintang 2014 Konstelasi Dan Prediksi Pemilu Dan Pilpres,h. 38.
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 presiden nomor urut pertama dengan memilih Hatta Rajasa sebagai wakilnya
 untuk maju dalam proses pemilihan presiden 2014.
 Ada beberapa alasan ditetapkannya Hatta Rajasa sebagai calon wakil
 presiden pada pemilu tahun 2014 mendampingi Prabowo Subianto diantaranya;
 Pertama, adanya kedekatan diantara keduanya; Kedua, Hatta Rajasa merupakan
 sosok pemimpin yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan, terbukti sejak
 tahun 2001-2004 menempati beberapa post kementerian yang fital, yaitu sebagai
 Menristek, Menteri Perhubungan, Mensesneg dan terakhir Menko
 Perekonomian. Ketiga dalam bidang keilmuan Hatta Rajasa memilki berbagai
 pengetahuan, Hatta Rajasa adalah seorang insinyur, pengusaha perminyakan, dan
 menguasai bidang politik (bergabung dengan PAN).100
 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendapatkan nomor urut pertama pada
 pemilihan presiden tahun 2014. Pasangan ini didukung oleh 6 partai politik
 sekaligus diantaranya adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai
 Bulan Bintang, dan Partai Golkar. Salah satu alasan kenapa partai-partai tersebut
 memilih untuk berkoalisi dengan Prabowo-Hatta adalah adanya kesamaan Visi
 dan Misi untuk membangun dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari masih
 banyaknya kekurangan dalam demokrasi yang sedang Indonesia bangun.101
 100http://partai-politik-presiden.blogspot.co.id/2014/05/mengapa-prabowo-harus-pilih-hatta.html di akses pada tanggal 17-12-2015.
 101http://www.voaindonesia.com/content/parpol-dukung-pasangan-prabowo-hatta-dalampilpres/1917769.html di akses pada tanggal 17-12-2015.
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 A.2. Pencapresan Joko Widodo-Jusuf Kalla
 Pada tanggal 14 Maret 2014, ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri
 menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden
 2014. Mandat langsung dari ketua umum PDIP diterima langsung oleh Jokowi, ia
 menyatakan bahwa bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju
 sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan presiden 2014.102
 Pencalonan Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jokowi,
 mendapatkan respon yang besar dikalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan
 sejak terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi
 semakin meningkat berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang
 membumi dan pragmatis, seperti program "blusukan" untuk memeriksa keadaan
 di lapangan secara langsung. Namun kehadiran Jokowi dalam pentas politik
 Indonesia pada PILPRES 2014 juga menuai berbagai kontra, dikarenakan
 sebelum masa jabatan sebagai Gubernur Jakarta selesai, Jokowi maju melalui
 partai PDI-P sebagai calon presiden 2014. Hal tersebut menjadikan Jokowi
 merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya.
 Pada pemilihan presiden tahun 2014 Jokowi memilih Jusuf Kalla sebagai
 pasangannya, alasan Jokowi memilih Jususf Kalla sebagai calon wakil presiden
 2014 tersebut adalah karena Jusuf Kalla memiliki elektabilitas, pengalaman,
 rekam jejak, integritas dan kompetensi, dalam bidang politik. Pasangan ini
 102 www.google.com di akses pada tanggal 17-12-2015.
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 kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan nomor urut kedua calon
 presiden dan wakil presiden tahun 2014.103
 B. Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa Sebagai Elite NU
 Suatu organisasi tidak akan bisa berkembang jika tidak ada pengerak atau
 pendukung yang memiliki kemampuan baik dalam hal intelektual, social,
 experrience, maupun leadership di dalamnya, artinya jika dalam suatu organisasi
 terdapat elite yang memiliki ketiga hal tersebut, tentunya bisa menjadikan
 organisasi yang di bawahnya menjadi berkembang. Salah satunya organisasi NU,
 sejak kemunculannya telah melahirkan elite-elite yang memiliki kemampuan
 dalam hal intelektual, social, experrience, maupun leadership. Sehingga
 organisasi NU dapat berkembang besar karena pengaruh dari elite-elite di
 dalamnya, seperti Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansah. Dimana kedua
 elite tersebut memiliki rekam jejak yang yang besar dalam organisasi NU.
 B.1. Mahmud MD
 B.1.a. Biografi Mahfud MD
 Memiliki nama lengkap Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H,S.U. Lahir di
 sampang pada tanggal 13 Mei 1957, Mahfud merupakan putra dari pasangan
 Mahmudin dan Siti Khadidjah, Mahfud adalah anak keempat dari tujuh
 bersaudara. Sejak berumur dua bulan, keluarga Mahmudin berpindah ke Desa
 Waru Utara Kecamatan Waru Kabupaten Pemekasan Madura, di sana Mahfud
 memulai pendidikan di surau sampai lulus SD pada usia 12 tahun. Mahfud
 dibesarkan dikalangan keluarga yang taat beragama, untuk itu nama arab yang
 dimilikinya tersebut menjadi penting, arti nama Mahfud sendiri adalah orang yang
 103 www.google.com di akses pada tanggal 17 Desember 2015.
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 terjaga, artinya diharapkan Mahfud senantiasa terjaga dari hal-hal buruk. Adapun
 inesial MD pada nama belakang Mahfud adalah merupakan singkatan dari nama
 ayahnya yakni Mahmudin. Pada awalnya inesial nama MD tersebut baru ada
 ketika ia masuk ke pendidikan guru agama (PGA) setingkat SMP, di mana inisial
 nama tersebut hanya dipakai di dalam kelas, namun ketika penulisan ijazah
 kelulusan PGA nama inesial tersebut lupa dicoret sehingga nama inesial MD
 terbawa hingga ijazah SMA, Perguruan Tinggi dan Guru Besar, dari sinilah nama
 resmi Mahfud menjadi Moh Mahfud MD.104
 Dalam bidang pendidikan Mahfud MD mengenyam pendidikan agama dan
 pendidikan umum, sejak kecil ia sudah mengenyam pendidikan sekolah dasar
 ketika pagi hari dan ketika sore hari ia belajar agama Islam di Madrasah Diniyah
 (Madin) dan dan ketika malam hari Mahfud MD belajar di Surau, setamat SD
 Mahfud belajar di PGA Negeri di Pamekasan selama 4 tahun. Kemudian ia
 terpilih mengikuti pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di sebuah sekolah
 kejuruan unggulan milik Depertemen Agama yang terletak di Yogyakarta, dimana
 sekolah tersebut merekrut lulusan terbaik dari PGA dan MTs di seluruh Indonesia.
 Setelah lulus dari PHIN pada tahun 1978, ia kemudian melanjutkan sekolah ke
 Perguruan Tinggi Ilmu al Qur’an (PTIQ) di Mesir, namun sambil menunggu
 persetujuan beasiswa tersebut, ia kemudian mencoba kuliah di fakultas Hukum
 Universitas Islam Indonesia (UII) dan fakultas Sastra Jurusan Sastra Arab
 Universitass Gajah Mada (UGM). Namun karena ia terlanjur menyukai jurusan
 Hukum ia memutuskan untuk lebih konsentrasi di fakultas Hukum Universitas
 104 http://kolom-biografi.blogspot.com/2013/01/biografi-mahfud-md-ketua-mahkamah.html diakses pada tanggal 17 Desember 2015.
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 Islam Indonesia (UII).105 Lulus S1 dari fakultas Hukum Jurusan Tata Negara
 (UII) pada tahun 1983, kemudian ia melanjutkan sekolah S2 dalam Ilmu Politik
 dari Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1989,
 dan Doktor dalam Ilmu Hukum dari Pasca Sarjana UGM (1993).106 Kegigihanya
 dalam pendidikan membuat Mahfud menjadi sosok yang mandiri hal tersebut
 dibuktikannya dengan mendapatkan beasiswa Rektor UII, Yayasan Super Semar
 dan Yayasan Dharma Siswa Madura dan juga mendapatkan Honorarium melalui
 tulisan-tulisan seperti yang dimuat di Harian kedaulatan Rakyat dan Harian Masa
 Kini.107
 B.1.b. Aktifitas Dalam Politik
 Tidak hanya aktif dalam pendidikan saja, Mahfud MD juga aktif dalam
 berbagai organisasi baik ekstra Universitas seperti Himpunan Mahasiswa Islam
 (HMI), maupun intra Universitas seperti Lembaga Pers Mahasiswa. Keikut
 sertaan Mahfud dalam organisasi-organisasi tersebut timbul karena sejak remaja
 Mahfud tertarik menyaksikan hingar-bingar kampanye pemilu, dari sinilah
 kecintaan pada politik mulai terlihat.108
 Aktifitas politik Mahfud MD terbilang sangat menarik untuk diamati,
 dimulai dari ia menjabat sebagai staf ahli Mentri Negara Urusan HAM (Eselon I
 B) pada tahun 1999-2000, hingga ia menjabat sebagai ketua Mahkamah
 105 http://kolom-biografi.blogspot.com/2013/01/biografi-mahfud-md-ketua-mahkamah.html diakses pada tanggal 17-12-2015.
 106 Moh Mahfud Md, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi (Yogyakarta : Gama Media,1999)h.halaman sampul.
 107 http://kolom-biografi.blogspot.com/2013/01/biografi-mahfud-md-ketua-mahkamah.html diakses pada tanggal 17-12-2015.
 108http://kolom-biografi.blogspot.com/2013/01/biografi-mahfud-md-ketua-mahkamah.html diakses pada tanggal 17-12-2015.

Page 78
                        
                        

67
 Konstitusi pada tahun 2008-2011. Berikut penulis jabarkan karir Mahfud MD
 dalam sebuah tabel dibawah ini;
 TABEL 4.1KARIR POLITIK MAHFUD MD DALAM POLITIK DI INDONESIA
 No Karir Tahun Jabatan Ket
 1
 Eks
 ekut
 if
 1999-2000Staf ahli mentrinegara urusan HAM(Eselon I B)
 2 2000Eselon I A deputiMenteri negaraHAM
 3 2000-2001Menteri pertahananpada kabinetpersatuan nassional
 Era GUSDUR
 420 juli
 2001
 Merangkap sebagaiMenteri Kehakimandan HAM
 Setelah Yusril Ihza Mahendrayang diberhentikan oleh
 GUSDUR
 5Ketua departemenHukum danKeadilan DPP PAN
 Kemudian Mahfud memutuskanuntuk kembali menekuni dunia
 akademis dengan keluar dari PANdan kembali ke kampus
 6 2002-2005
 Wakil Ketua UmumDewan TanfidzDPP PartaiKebangkitanBangsa
 7 2003-2006Rektor UniversitasIslam Kadiri(Uniska)
 Mahfud mengundurkan dirikarena khawatir tidak dapatberbuat optimal saat menjadiRektor akibat kesibukan sertadomisilinya yang berada di luarKediri.
 8
 Leg
 isla
 tif
 2004-2008 DPR RI komisi IIIDPR
 F.PKB
 9 2006 Komisi I DPR Berpindah
 10 2007-2008 Komisi III Kembali
 11 2007-2008 Wakil Ketua BadanLegislatif DPR-RI
 12 2006
 Anggota TimKonsultan Ahlipada BadanPembinaan Hukum
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 Nasional (BPHN)Departemen Hukumdan Hak AsasiManusia (Depkum-HAM)
 13
 Yud
 ikat
 if
 2008 Hakim konstitusimelalui jalur DPR
 Mahfud bersama dengan AkilMochtar dan Jimly Asshiddiqieterpilih menjadi hakim konstitusidari jalur DPR. Mahfud terpilihmenggantikan Hakim KonstitusiAchmad Roestandi yangmemasuki masa purna tugas.Pelantikannya menjadi hakimkonstitusi terhitung sejak 1 April2008 berdasarkan KeputusanPresiden RI Nomor 14/P/Tahun2008 yangditetapkan di Jakartapada tanggal 28 Maret 2008
 14 2008-2011
 Ketua MahkamahKonstitusidilantik danmengangkat sumpahKetua MahkamahKonstitusi digedung MahkamahKonstitusi, padahari Kamis, 21Agustus 2008.
 Terpilih menjadi ketuaMahkamah Konstitusi yangberlangsung terbuka di ruangsidang pleno gedung MahkamahKonstitusi di Jakarta pada hariSelasa, 19 Agustus 2008menggantikan ketua sebelumnya,Jimly Asshiddiqie. Mahfudmendapatkan 5 suara sedangkanrivalnya yakni Jimly 4 suara
 Sumber : Diolah sendiri
 B.2. Khofifah Indar Parawansa
 B.2.a. Biografi Khofifah Indar Parawansa
 Memiliki nama lengkap Khofifah Indar Parawansa, lahir di Surabaya pada
 tanggal 19 Mei 1965. Anak perempuan dari pasangan bapak H. Ahcmad Ra’i dan
 ibu Hj Rohmah ini, menghabiskan masa kecil hingga remajanya di tiga kampung
 di Surabaya Jawa Timur yakni Jemurwonosari, Jemurngawinan dan Wonokromo.
 Sejak kecil Khofifah merupakan anak pemberani, keberanian yang dimiliki oleh
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 Khofifah tidak kalah dengan keberanian seorang anak lelaki, yakni ia memiliki
 kebiasaan setiap pulang sekolah bersama teman-teman laki-laki terjun ke sungai
 di Jemurwonosari untuk mencari kerang air tawar. Menariknya kedua orang tua
 Khofifah tidak melarangnya, namun kedua orang tuanya memberikan batasan.
 Sehinga sejak kecil Khofifah sudah di didik disiplin oleh kedua orang tuanya
 terutama dalam bidang ilmu agama.
 Hidup di lingkungan Islam ala Nahdlatul Ulama memberikan Khofifah
 kecil taat dalam menjalankan ibadah, tidak hanya itu, ketika berada di bangku
 kelas empat Sekolah Dasar ia aktif dalam sebuah organisasi Muslimat NU dan di
 percaya untuk menjadi bendahara dalam kelompoknya. Tidak hanya aktif dalam
 pengajian saja namun Khofifah saat duduk di bangku SMA sudah terbiasa
 mengikuti diskusi dan seminar, dari sinilah Khofifah tumbuh menjadi pribadi
 yang matang dan bertangung jawab. Kegemarannya dalam berdiskusi
 menimbulkan keinginannya untuk terjun dalam dunia politik mulai tertanam,
 sehingga setamat dari SMA ia melanjutkan studinya pada program Studi Ilmu
 politik di Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya.109
 Ketika duduk dibangku kuliah, Khofifah aktif dalam berbagai organisasi
 diantaranya ikut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi),
 UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) pecinta alam, dan juga pernah menjabat sebagai
 ketua cabang pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya, saat aktif
 dalam oraganisai PMII Khofifah rajin mengikuti diskusi kebangsaan yang diisi
 langsung oleh Abdur Rahman Wahid (Gusdur), ia juga pernah menjabat sebagai
 109Ahmad Milla Hasan, “Khofifah Indar Parawansa Melawan Pembacakan DemokrasiPelajaran Dari Tragedi Pilkada Jawa Timur”, (Banten; Pusat Pengembangan dan PemberdayaanMasyarakat(Pesat), 2010) h. 3-4.
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 ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Putri NU (PW IPPNU) Jatim, dan juga
 aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Selain keaktifan organisasi
 yang diikutinya Khofifah juga sangat gigih dalam bidang pendidikannya. Hal
 tersebut dibuktikan ketika kuliah ia belajar di tiga tempat sekaligus, pagi hari ia
 belajar di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair, pada siang dan sore
 hari ia kursus di Perhimpunan Persahabatan Indonesia Amerika (PPIA), dan
 malamnya ia kuliah di jurusan Dakwah di STID Surabaya.110
 B.2.b. Aktifitas Dalam Politik
 Tangung jawab dan sikap disiplin yang dimiliki Khofifah sejak kecil
 menghantarkannya terjun dalam dunia politik di Indonesia, tidak dipungkiri
 pengalaman yang dia miliki sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga
 perkuliahan menjadikan ia semakin tegas dan tanggap akan permasalahan-
 permasalahan dalam perpolitikan di Indonesia. Sehingga karirnya dalam politik
 semakin besar.
 Sifat tegas dan kritis yang dimiliki oleh Khofifah, dibuktikan ketika
 melakukan pidato sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam sidang
 umum (SU) Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tahun 1998, ia
 mendapatkan tugas untuk membacakan pidato yang berisiskan mengagumi
 pemerintah ORBA pada waktu itu. Namun isi dari pidato tersebut tidak sesuai
 dengan kata hatinya, akhirnya ketika berpidato ia merubah seluru isi dari pidato
 tersebut yang awalnya adalah mengagumi pemerintahan ORBA menjadi
 mengkritik rezim Soeharto yang tengah berkuasa. Hal tersebut menjadikan
 110Ahmad Milla Hasan, “Khofifah Indar Parawansa Melawan Pembacakan DemokrasiPelajaran Dari Tragedi Pilkada Jawa Timur”, h. 5
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 Khofifah populer di pangung nasional.111 Berikut tabel perjalanan karir Khofifah
 Indar Parawansa dalam perpolitikan di Indonesia :
 TABEL 4.2KARIR POLITIK KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
 No Masa Jabatan Nama Jabatan
 1. 1992-1997 Pimpinan Fraksi Partai Persatauan Pembangunan DPR RI
 2. 1995-1997 Pimpinan Komisi VIII DPR RI
 3. 1997-1998 Anggota Komisis II DPR RI
 4. 1999 Wakil ketua DPR RI
 5. 1999 Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI
 6. 1999-2001 Menteri negara pemberdayaan perempuan
 7. 1999-2001 Kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional
 8. 2004-2006 Ketua komisi VII DPR RI
 9. 2004-2006 Ketua fraksi kebangkitan bangsa MPR RI
 10. 2006 Anggota komisi VII DPR RI
 11. 2014-sekarang Menteri sosial kebinet kerja
 Sumber : Diolah sendiri
 Biografi kedua tokoh tersebut yakni Mahfud MD dan Khofifah Indar
 Parawansa, dapat di ketahui bahwa eksistensi keduanya dalam politik di Indonesia
 memilki pengaruh yang cukup kuat. Hal yang menarik disini adalah kedua tokoh
 tersebut merupakan elite NU, dimana keduanya memiliki pengaruh cukup besar
 dalam perkembangan organisasi NU. Namun pada pemilihan presiden 2014
 Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa terpecah menjadi dua dengan
 111Ahmad Milla Hasan, Khofifah Indar Parawansa Melawan Pembacakan DemokrasiPelajaran Dari Tragedi Pilkada Jawa Timur, h.6-9
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 melakukan pemihakan politik yakni dengan mendukung kedua calon presiden dan
 wakil presiden pada PILPRES 2014.
 C. Perbedaan Pemilihan Elite NU Dalam Pilpres 2014
 Perbedaan pemilihan para elite NU pada pilpres 2014, adalah karena
 beberapa faktor pendorong diantaranya adalah :
 C.1 Rekrutment
 Rekrutmen adalah proses menarik, skrining, dan memilih orang yang
 memenuhi syarat pekerjaan.112 Dalam kaitannya menuju pemilihan umum 2014,
 rekrutmen para kandidat harus benar-benar kredibel untuk menentukan tim sukses
 pada ajang tersebut, karena dari tim sukses yang ditunjuk oleh para kendidat pada
 saat pilpres adalah merupakan sebuah strategi penting untuk mendapatkan suara
 atau dukungan masa pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden.
 Pada pemilihan presiden 2014 rekrutmen dari kedua pasangan calon
 presiden dan wakil presiden patut untuk di cermati, karena dari kedua kandidat
 tersebut memilih dan merekrut para elite NU sebagai Tim Sukses mereka pada
 pemilihan presiden 2014. Pasangan no urut pertama yakni Prabowo-Hatta
 merekrut Mahfud MD sebagai Tim Sukses, sedangkan dari pasangan no urut
 kedua yakni Jokowi-JK merekrut Khofifah Indar Parawansa sebagai Tim Sukses
 mereka pada pemilihan presiden 2014.
 Kedua tokoh tersebut (Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa) adalah
 merupakan tokoh dari kalangan NU, meskipun keduanya adalah elite NU namun
 pada pemilihan presiden 2014 kedunya memiliki perbedaan dalam menentukan
 112 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perekrutan di akses pada tanggal 19 Desember 2015.
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 sikap untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden 2014. Rekrutmen yang
 terjadi dari elite NU yakni Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa sebagai tim
 sukses dari kedua calon presiden dan wakil presiden 2014, adalah sebagai salah
 satu bukti bahwa kedua elite NU tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar
 dalam ajang pilpres tersebut.
 Dalam hal ini, NU memiliki kekuatan untuk mengumpulkan suara
 masyarakat Nahdliyin, sehingga NU secara tidak langsung ikut andil dalam
 menentukan pemimipin untuk Indonesia. Hal ini menunjukan NU memiliki tugas
 moral untuk turut serta mengawali seleksi calon pemimpin nasional yang mampu
 mengerti keinginan rakyat dan mengayomi masyarakat, terlebih bagi rakyat
 golongan menengah kebawah.
 Strategi rekrurmen yang dilakoni para capres cawapres pada pemilihan
 presiden 2014, adalah dengan melakukan safari politik, yakni mengusung para
 elite NU sebagai icon mereka pada pemilihan presiden 2014. Kedua pasangan
 kandidat pada perhelatan PILPRES 2014, baik secara langsung maupun tidak
 langsung mengusung dan menjadikan para elite NU sebagai sebuah strategi
 mereka pada pemilihan pilpres 2014, dengan menjadikan elite NU sebagai tim
 sukses atau hanya menggunakan nama besar yang mereka miliki untuk
 mendapatkan pendukung ataupun masa pada saat pemilihan presiden 2014.
 berikut ini tabel nama-nama sebagian elite-elite NU yang terlibat dalam proses
 pemilihan presiden 2014.
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 Tabel 4.3Daftar nama-nama Elite NU
 yang mendukung Capres-Cawapres pada PILPRES 2014
 NoPendukungJokowi-JK
 Jabatan NoPendukungPrabowo –
 HattaJabatan
 1.Khofifah Indar
 ParawansaKetua
 Muslimat NU1. Said Aqil Sirajd
 Ketua umumPBNU
 2. As’ad Said AliWakil ketua
 umum PBNU2.
 Ali MasykurMusa
 Ketua umumISNU
 3. Nusron WahidKetua umum
 GP Ansor3. Mahfud MD Tokoh NU
 4.MuhaiminIskandar
 Ketua umumPKB
 4. Surya Darma AliTokoh NU &ketua umum
 PPP
 5. Hasyim Muzadi Rais Syuriah 5.KH.Maemun
 ZubairMustasyar
 PBNUSumber : Diolah sendiri
 C.2. faktor-faktor elite NU dijadikan sebagai tim sukses
 Banyaknya para elite NU yang mewarnai dunia politik di Indonesia tentu
 hal tersebut menunjukan jika para elite NU tersebut memiliki pengaruh yang
 cukup besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan maupun strategi. Seperti
 pada Pilpres 2014 pada tabel 1.2 menunjukan nama-nama sebagian elite NU yang
 ikut andil dalam Pilpres 2014 sebagai tim sukses bagi para calon presiden dan
 wakil presiden, berikut adalah faktor-faktor elite NU dijadikan sebagai tim sukses,
 diantaranya :
 C.2.a. Kapabilitas
 Kapabilitas atau bisa disebut juga dengan kapabilitet atau kesanggupan.
 Kapabilitas berasal dari kata kapabel yang memilki arti cakap, sangup, dan
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 mampu.113 NU sejak lahirnya tidak dapat dipisahkan dari realitas ke-Islaman dan
 juga realitas ke-Indonesia-an, dalam realitas ke-Islaman NU lahir sebagai wadah
 bergabungnya para ulama dalam memperjuangkan pemahaman Islam yang sesuai
 dengan kultur Indonesia, sedangkan dalam realitas ke-Indonesia-an kehadiran NU
 merupakan bagian dari pengaruh politik etis yang diterapkan belanda dalam
 kontek perjuangan mewujudkan kemerdekaan.
 Dilihat dari sejarah lahirnya NU, baik dalam lingkup keagamaan maupun
 dalam lingkup kenegaraan kapabilitas yang dimiliki NU tidak bisa diragukan lagi,
 dalam perjalannnya NU memiliki penganut yang besar dan pengaruh dari para
 elite-elite NU menjadikan daya tarik tersendiri dari diri NU. tidak hanya hal
 tersebut namun kehadiran para elite NU yang memiliki kapabilitas yang sangat
 tinggi baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal berpolitik menjadikan NU
 memiliki ruang tersendiri dalam perpolitikan di Indonesia.
 Kapabilitas politik yang ditunjukan oleh elite NU dari sejak berdirinya
 hingga sekarang adalah merupakan bukti bahwa NU tidak hanya organisasi yang
 hanya mengurusi dalam bidang agama saja namun NU juga memiliki pengaruh
 yang besar dalam menentukan kebijakan politik yang ada di Indonesia.
 C.2.b. Reputasi
 Reputasi artinya nama baik atau nama besar.114 Reputasi yang dimiliki NU
 tidak lahir baru-baru ini saja, namun semenjak dibentuknya, NU sudah memiliki
 reputasi yang baik. Dilihat dari sejarahnya, semenjak Indonesia di jajah hingga
 Indonesia merdeka sampai pada masa reformasi, NU telah memiliki peran penting
 113 Tim Prima Pena, “Kamus Ilmiyah Populer”, (Jakarta : Gita Media Prees, 2006), h .233114 Tim Prima Pena, “Kamus Ilmiah Populer”, h. 408
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 tidak hanya dalam lingkup pendidikan dan agama saja, namun dalam segi politik
 NU juga memberikan pengaruh yang besar di dalamnya.
 Reputasi yang dimiliki oleh NU sebagai sebuah organisasi Islam terbesar
 di Indonesia, menjadikan NU sebagai salah-satu hal yang paling di minati oleh
 banyak kalangan untuk mendapatkan sesuatu yang di ingikan. Seperti pada saat
 pemilihan umum baik dalam tingkat kedaerahan hingga dalam tinggat pusat. NU
 menjadi organisasi yang paling diminati para kandidat untuk masuk dalam partai
 tersebut atau hanya untuk meminta restu dan dukungan. seperti halnya pada saat
 pemilihan umum presiden 2014.
 Pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. NU menjadi
 rebutan oleh para kandidat, untuk mendapatkan sebuah tujuan yang diharapkan
 oleh para kandidat. Reputasi NU pada kalangan masyarakat menjadi modal utama
 sebagai pengikat suara masyarakat dan mengambil hati mereka dalam sebuah
 ajang pemilu. Hal tersebut menunjukan bahwa reputasi yang ada dalam NU
 memiliki pengaruh yang cukup besar dari sejak kelahirannya hingga sekarang.
 C.2.c. Akar Basis Massa
 Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar
 yang berasaskan agama Islam. tentu hal tersebut menjadikan NU memiliki basis
 masa yang melimpah ruah, basis masa yang dimiliki NU terbagi menjadi beberapa
 golongan yaitu ; anggota, pendukung atau simpatisan, serta kaum muslimin
 tradisionalis yang memiliki Visi dan Misi sejalan dengan Nahdlatul Ulama.115
 115 https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama diakses pada tanggal 26-10-2015
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 Pertama, anggota, Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota,
 maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmipun yang dapat dirujuk untuk
 hal tersebut. karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NU pada
 tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya.
 Kedua, pendukung atau simpatisan, Apabila dilihat dari segi pendukung
 atau simpatisan, hal ini dapat dilihat dari segi politik, dengan melihat dari jumlah
 perolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti
 PKBU, PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP.
 Ketiga, Muslim tradisionalis yang sepaham dengan NU. Dalam segi paham
 keagamaan dapat dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti
 paham keagamaan NU.
 Maka dari ketiga hal diatas dapat dilihat dari hasil penelitian Saiful Mujani
 (2002) diperoleh bahwa sekitar 48% santri di Indonesia merupakan anggota dan
 simpatisan NU sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Suaidi Asyari
 sekitar 51 juta warga muslim santri di Indonesia merupakan pendukung atau
 pengikut paham NU.
 Sedangkan berdasarkan dari lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut
 NU terdapat di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra. Pada
 perkembangan terakhir terlihat bahwa pengikut NU mempunyai profesi beragam,
 meskipun sebagian besar di antara mereka adalah masyarakat biasa baik di
 perkotaan maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi, karena
 secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, serta selain itu juga sama-
 sama sangat menjiwai ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah (ASWAJA). Pada
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 umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang
 merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.
 Selain itu, peran aktif para elite-elite dalam politik juga menjadi salah satu
 hal penting untuk memperoleh dukungan massa dari kalangan NU, hal itu
 dikarenakan akar basis masa yang dimilki oleh elite elite NU manjadi salah satu
 aspek pendorong dukungan warga Nahdliyin.
 Sebagai organisasi yang besar dan memiliki akar basis masa yang kuat, NU
 selalu berada dalam kepentingan berpolitik baik yang bersifat pribadi maupun
 yang bersikap golongan (partai politik), baik yang dilakukan oleh para kadernya
 sendiri maupun orang yang berada di luar dari NU. Dalam sebuah pemilihan
 umum misalnya, NU menjadi kekuatan yang tidak bisa terelakan lagi, hal
 demikian dikarenakan basis dukungan yang dimiliki NU sangat diperlukan
 sebagai sebuah target untuk menentukan kemenangan dalam sebuah pemilihan.
 C.3. Faktor-Faktor Perbedaan Pemihakan Elite NU Dalam Pilpres 2014
 Posisi para elite NU pada pemilihan presiden 2014 menjadikan NU sebagai
 hal yang penting, yang tidak bisa dilepaskan pengaruhnya dalam pemerintahan di
 Indonesia. Secara tidak langsung, sikap dan keterlibatan yang ditunjukan para
 elite NU pada Pilpres 2014 terlihat adanya strategi dari NU untuk bisa bertahan
 dalam pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari dukungan yang
 diberikan para elite NU pada proses Pilpres 2014. Banyaknya para elite NU yang
 terlibat dan aksi mereka dengan mendukung dari kedua calon presiden dan wakil
 presiden 2014, menggambarkan adanya suatu strategi NU dengan menempatkan
 para keder-kedernya pada posisi tengah di Pilpres 2014.
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 Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pemihakan yang dilakukan
 para elite NU pada proses pemilihan presiden 2014 diantaranya adalah :
 C.3.a. Kepentingan Pribadi
 Kepentingan pribadi dari para elite NU menjadi faktor dalam pemihakan
 pemilihan pada pilpres 2014. Banyaknya elite NU yang terlibat pada pilpres
 tersebut menunjukan bahwa kepentingan pribadi merupakan faktor utama dalam
 menentukan sikap berpolitik.
 Pemihakan yang terjadi pada elite-elite NU ketika pemilihan presiden 2014,
 tidak bisa menjadikan hal tersebut sebagai sebuah taktik yang dilakukan oleh
 elite-elite NU, karena pada dasarnya NU bukanlah sebuah partai politik, walaupun
 NU sendiri telah melahirkan partai politik (PKB). NU memberikan kebebasan
 kepada para tokohnya untuk aktif di dalam politik, sehingga menjadikan
 perbedaan pilihan ataupun dukungan elite-elite NU pada pilpres 2014.116 Hal ini
 juga diutarakan langsung oleh Kyai Said Aqil Sirajd (Ketua Umum PBNU) yang
 mengatakan bahwa;
 “NU tidak ikut dalam politik praktis, karena tidak mungkin dantidak diperbolehkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU memberikandukungan politik secara resmi pada kandidat manapun. Dalam hal ini tidakhanya dalam konteks pemilihan presiden saja, tetapi juga pada pemilihanumum legislatif dan pilkada. Sikap dukungan yang dilakukan oleh paraelite NU pada kedua calon presiden, merupakan sikap pribadi yangditujukan oleh para elite NU itu sendiri”117.
 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ahmad Milla (Staff ahli MENSOS
 Khofifah Indar Parawansyah) yang menyatakan bahwa jika apa yang dilakukan
 116Wawancara dengan Jazilul Fawaid, DPR RI komisi V,Fraksi PKB, pada tanggal tanggal21-10-2015.
 117Wawancara dengan KH. Said Aqil Sirajd, Ketua Umum PBN, pada tanggal 26 Oktober2015.

Page 91
                        
                        

80
 oleh sebagian para elite NU dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun
 2014 adalah merupakan murni kepentingan pribadi mereka dan juga merupakan
 hak mereka untuk mendukung pada proses pemilu, tidak ada sedikitpun strategi
 dari NU pada Pilpres 2014.118
 Apa yang dikatakan oleh Kyai Said Aqil Siraj dan juga Ahmad Milla terkait
 hak para elite NU untuk ikut serta dalam pilpres 2014 sesuai dengan undang-
 undang RI No. 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat 1 tentang pemilu yang menyatakan
 bahwa “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap
 berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai
 hak memilih”.119 Hal tersebut menunjukan bahwa NU tidak membatasi para
 kadernya untuk memilih dalam pilpres 2014.
 Sebaliknya sikap yang diberikan NU kepada elite NU dengan
 diperbolehkannya untuk berpolitik sesuai dengan keinginannya asal tidak
 bertentangan dengan etika politik yang dikemukakan Bernhard Sutor dalam
 Politsche Ethik (1991)120 yang membagi etika menjadi tiga dimensi, dan salah
 satu dimensinya adalah tujuan politik yang dirumuskan dalam upaya mencapai
 kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan
 keadilan.
 Perspektif etika politik yang dikemukakan Benhard Sutor di atas, bahwa apa
 yang dilakukan oleh para Elit NU dalam Pilpres 2014 lalu, dapat dimaklumi, asal
 118Wawancara dengan Ahmad Mila hasan, staff ahli mensos Khofifah Indar Prawansa, padatanggal 06 Oktober 2015.
 119Undang-Undang Pemilu 2012 (UU No.8 Tahun 2012, (Jakarta: penerbit Sinar Grafika,2012), h. 19-20.
 120Haryatmoko, Etika Politik Dan Kekuasaan, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2014),h. 33.
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 dapat mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang
 didasarkan pada kebebasan dan keadilan.
 C.3.b. Kepentingan Organisasi
 Organisasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “alat”, kata organisasi
 dalam bahasa latin adalah organizato pengertian awal dari organisasi tidak
 merujuk pada benda atau proses, melainkan tubuh manusia atau makhluk biologis
 lainnya. Namun kata ini kemudian dipergunakan untuk menggambarkan
 penyusunan dan pengelolaan berbagai aktivitas manusia (baik dengan institusi
 atau lembaga maupun tidak) yang memiliki tujuan untuk menjalankan suatu
 fungsi atau maksud tertentu.121
 Melihat dari definisi organisasi di atas, menunjukan bahwa NU merupakan
 salah satu organisasi besar yang ada di Indonesia. Berdirinya NU itu memiliki
 tujuan untuk menolak pengusaha Kerajaan Dinasti Saudi untuk menyeragamkan
 pemahaman mengikuti ajaran (agama) atau pemahaman ulama Najed yakni,
 Muhammad Bin Abdul Wahab yang mengikuti pola pemahaman dari Ibn
 Taymiyah. Sejak saat itu, NU mulai masuk dalam politik di Indonesia hingga
 sekarang.
 Pemihakan yang dilakukan oleh elite NU pada pemilihan presiden dan
 wakil presiden 2014 menunjukkan bahwa NU selain sebagai organisasi sosial
 keagamaan, juga berkecimpung dalam politik. Hal ini di dukung pula oleh Arbi
 Sanit (pengamat politik), yang mengatakan bahwa :
 121 Sudaryono, “Budaya dan Perilaku Organisasi”, (Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia),2014, h. 33.
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 “NU itu sudah berpolitik sejak lama, NU ikut dalam politik sejak berdirinya,yakni dengan menghadapi Wahabi lalu kemudian bergabung denganMasyumi, dan kemudian pecah dengan Masyumi pada tahun 1952, NUkemudian berpolitik sendiri. Ketika zaman Demokrasi Terpimpin NUterpecah, ada yang pro dan kontra dengan pengakuan terhadap NASAKOM.Pada tahun 1965, NU ikut membackup atau memberangus PKI, dan ketikapada zaman Soeharto , NU berada pada PPP, dan kemudian NU mulaimembentuk partai sendiri yakni PKB sejak zaman Gusdur dan SBY. Dan bisadikatakan bahwa NU tidak bisa dilepaskan dari politik. PBNU memangberdiri sendiri atau bisa dikatakan otonom, namun di balik dari permukaan itusemua ada pilihan politik yang jelas dan mengarahkan umatnya untukmemilih partai yang disetujui oleh PBNU. Di dalam kecenderungan politikyang seperti itu di dalam pemilu 2014, tidak aneh jika NU berpihak padakedua kandidat, baik pada Prabowo-Koalisi Merah Putih maupun Jokowiyang karena sifat kejawaan dan kerakyatannya. Di Dalam pemilu 2014politik kiai atau elite NU memang sebagai mesin penggerak masyarakatpemilih kepada partai tertentu. Misalkan pada zaman Orde Baru, NUmenggerakan masyarakat dengan PPP tapi di Zaman Reformasi, NU terutamaketika waktu Gusdur, NU berada di PKB. Jadi memang tidak mungkin dalamsejarahnya ataupun dalam tradisinya NU tidak berpolitik dan salah satu caraberpolitik adalah dengan mengikuti pemilu.”122
 Sejarah tentang keterlibatan NU dalam politik sebagaimana di katakan oleh
 Arbi Sanit, sesuai dengan apa yang ditulis dalam Haniah Hanafie, bahwa NU
 sejak keluar dari Masyumi tahun 1952, selalu dilibatkan dalam pentas politik
 yaitu, dalam Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (1953-1955) dan Kabinet Ali
 Sastroamidjoyo II (1956-1957) pada Masa Demokrasi Parlementer. Pada Masa
 Demokrasi Terpimpin, selain Perti dan PSII, NU dilibatkan oleh Soekarno dalam
 pemerintahan.123
 Selain itu di dalam buku “NU PPP, NU dan MI: Gejolak Wadah Politik
 Islam” yang ditulis oleh KH. Syaifudin Zuhri,dkk, juga dinyatakan NU terlibat
 122Wawancara dengan Arbi Sanit, dosen UI atau pengamat politik pada tanggal 24 Desember2015.
 123Haniah Hanafie, “Dinamika Kekuatan Politik Islam Di Indonesia”, (Jakarta : Fakultas IlmuSosial Ilmu Politik, UMJ, 1999), h. 40-41.
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 dalam pentas politik baik pada Masa Orde Lama maupun pada Masa Orde Baru.
 Pada Masa Orde Baru, NU lebih berani dan memiliki pendirian, dibandingkan
 pada Masa Orde Lama.124
 Berdasarkan penuturan Arbi Sanit, Haniah Hanafie dan KH. Syaifudin Zuhri
 di atas, dapat dilihat bahwa NU sebagai organisasi, sebenarnya secara tidak
 langsung telah aktif dalam dunia politik sejak kemunculanya, hingga dalam
 pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.
 Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa para elite NU tidak
 sedikit yang menjadi tim sukses dari kedua calon tersebut. Pemihakan yang
 dilakukan elite NU tersebut dapat dikatakan sebagai strategi yang dilakukan oleh
 NU dalam pemilihan umum tahun 2014. Arbi Sanit justru menyatakan lebih dari
 strategi, sebagaimana yang disampaikan berikut ini :
 “Menurut saya yang dilakukan oleh NU itu merupakan lebih dari strategi.Yang dilakukan oleh NU adalah merupakan tradisi NU. Jadi terpecahnya NUitu merupakan hal yang wajar dalam politik.” 125
 Terpecahnya pemihakan NU dalam pilpres 2014 politik sebagai kewajaran
 sebagaimana yang dikatakan oleh Arbi Sanit, maka menurut hemat penulis itulah
 sebuah strategi NU sebagai organisasi dalam politik untuk mendapatkan
 kekuasaan.
 Masalah strategi, dikatakan juga oleh Gevarina Djohan (Pengamat
 politik/Dosen FISIP UIN) sebagai berikut :
 “Pemihakan yang dilakukan oleh elite NU pastilah ada unsur strategi didalamnya. Betul, dia (Khofifah) gak bisa, secara organisatoris
 124K.H. Syaifuddin Zuhri,dkk,”PPP,NU dan MI Gejolak Wadah Politik Islam” (Jakarta:Integrita Press,1984), h. 9.7.
 125Wawancara dengan Arbi Sanit, dosen UI atau pengamat politik, pada tanggal 24 Desember2015.
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 mengatasnamakan organisasi NU, karena organisasi tersebut bersifatindependen dan non partisan. Tapi kedekatan atau eksistensi dia (KhofifahIndar Parawansa) sebagai Ketua Muslimat NU (misalnya) menjadi sebuahmarketing yang sangat besar. Siapapun dia ketika menjabat sebagai ketuaorganisasi dalam suatu organisasi, pasti dia akan membawa nama organisasitersebut”.126
 Penuturan tersebut dapat dikatakan bahwa pemihakan yang dilakukan oleh
 NU tidak hanya berlangsung ketika pemilu 2014 saja, namun pemihakan yang
 dilakukan NU maupun aktor di dalamnya (Elite NU) sudah berlangsung sejak
 kehadiran NU dalam politik di Indonesia. Secara tidak langsung elite NU telah
 menggunakan strategi politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.
 Pandangan Arbi Sanit dan Gevarina Djohan menunjukan bahwa, secara
 tidak langsung keterlibatan elite-elite NU dan pemihakan terhadap calon-calon
 presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014, merupakan keterlibatan NU
 sebagai organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kekuasaan. Hal
 ini sejalan dengan yang diutarakan oleh C. Argyris bahwa, “organizations are
 grand strategies individuals create to achieve objective that require the effort of
 many” (organisasi adalah suatu strategi besar yang di ciptakan individu-individu
 dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dari banyak
 orang)127.
 Robbins, sebagaimana dikutip oleh Kusdi,128 mengatakan bahwa terdapat
 kaitan yang erat antara tujuan dan strategi organisasi meskipun keduanya berbeda.
 Jika tujuan mengacu kepada hasil akhir organisasi maka strategi mengacu kepada
 126Wawancara dengan Ghevarina Djohan, dosen FISIP UIN Jakarta/Pengamat Politik, padatanggal 09 November 2015.
 127 Kusdi, “Teori Organisasi dan Administrasi”,(Jakarta: Salemba Humanika,2009),h.4128Kusdi, Teori Organisasi dan Administrasi, (Jakarta : Salemba Humanika, 2009), h.91.
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 tujuan akhir dan cara mencapainya. Oleh karena itu tujuan suatu organisasi
 merupakan bagian dari strategi.
 C.3.c. Ketiadaan Mekanisme Berpolitik Dalam Organisasi NU
 Pemihakan elite NU dalam pemilihan presiden 2014 menunjukan bahwa
 elite NU tidak dapat bersatu dalam berpolitik, meskipun ini merupakan sebuah
 strategi. Salah satu penyebab pemihakan karena ijtihad dan keinginan pribadi dari
 para elite NU yang berbeda, sehingga menyebabkan elite NU menyebar ke
 berbagai partai politik seperti Golkar, PDI, PAN, PPP, dan lainnya. Penyebaran
 elite NU ke berbagai partai politik, sudah berlangsung sejak dahulu hingga
 sekarang,129 karena organisasi NU bukan merupakan suatu partai politik sehingga
 NU tidak memiliki mekanisme berpolitik yang tersusun.
 NU merupakan suatu organisasi keagamaan yang tugasnya adalah mengurus
 segala sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan. Dalam hal ini NU memiliki
 mekanisme dan aturan tersendiri. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Jazilul
 Fawaid (DPR RI komisi V, Fraksi PKB) yang mengatakan bahwa :
 “Tidak adanya mekanisme pengambilan keputusan berpolitik dalam diri NUmenjadikan elite-elite NU terseret karena tidak adanya satu keputusan. Haltersebut merupakan tipikal NU untuk dijadikan sebagai sebuah rujukansehingga banyak pasangan capres-cawapres yang bersafari politik kepesantren-pesantren seperti Prabowo dan Jokowi melakukan safari politik kepesantren-pesantren termasuk kyai-kyai yang disitu secara struktur adalahpengurus partai, misalkan Jokowi hadir ke rumah kyai Aris Mansyur yangkebetulan ia adalah Ketua Dewan Syura PKB, dan juga kyai-kyai yangberada baik di Jawa Tengah, Jawa Barat yang di datangi oleh para kandidatsehingga menjadikan terjadinya pemihakan oleh sejumlah elite NU ketikaPilpres 2014. Para elite NU sebagian ada yang mendukung Jokowi dan
 129Wawancara dengan Ahmad Mila Hasan staf pribadi Khofifah Indar Parawansa padatanggal 06 Oktober 2015.
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 sebagian mendukung Prabowo. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanyasesuatu yang mengikat pada organisasi NU”.130
 Tidak adanya mekanisme tertentu yang di atur dalam organisasi NU untuk
 berpolitik, maka NU membebaskan semua kadernya untuk berpolitik. Elite NU
 dapat berada dimanapun yang dapat mendatangkan keuntungan baik bagi NU,
 maupun individu dan sebaliknya dapat mendatangkan perpecahan pada organisasi.
 Ketiadaan mekanisme (aturan yang jelas) dalam organisasi NU,
 sebagaimana dikemukakan oleh Jazilul Fawaid di atas, menunjukkan bahwa NU
 sebagai suatu organisasi tidak sesuai dengan salah satu konsep organisasi yang
 dikemukakan oleh Kast dan James E. Rossenzweig dalam Sudaryono,131 yaitu
 organisasi adalah suatu subsistem struktur, orang yang kerjasama dalam aktifitas
 terpadu.
 Artinya bahwa NU sebagai suatu organisasi, seharusnya mengeluarkan
 aturan atau kebijakan sebagai suatu mekanisme yang terkait Pilpres 2014,
 sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi rujukan yang terpadu di antara
 anggota-anggotanya.
 C.3.d. Kewajiban Warga Negara Indonesia
 Kepemihakan dan sikap para elite NU pada proses pemilihan presiden 2014
 adalah merupakan salah satu strategi NU pada Pilpres 2014, dibantah langsung
 oleh Said Aqil Sirajd (ketua umum PBNU) yang menyatakan secara jelas bahwa :
 “Keterlibatan dan sikap para elite NU dalam proses pemilihan tersebut,adalah merupakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negaraIndonesia yang baik untuk dapat memilih, mendukung ataupun dipilih
 130Wawancara dengan Jazilul Fawaid, DPR RI komisi V, Fraksi PKB, pada tanggal 21Oktober 2015.
 131 Sudaryono, “Budaya dan Perilaku Organisasi”, (Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia), 2014, h.34.
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 dalam pemerintahan di Indonesia. NU dalam hal ini tidak memilki strategiapapun karena NU bukan merupakan partai politik, namun NU adalahorganisai sosial keagamaan”132.
 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kepemihakan elite NU dalam
 perpolitikan di Indonesia dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa setiap individu
 memiliki kebebasan untuk ikut dalam pilpres 2014.
 Sikap Elit NU semacam ini, menurut Krech (1962: 226),133 tidak muncul
 atau berubah dengan sendirinya, melainkan terjadi melalui proses tertentu dengan
 melibatkan salah satu atau beberapa fungsi psikologis yang didasarkan atas faktor-
 faktor situasional, pesan-pesan, dan media informasi serta kemampuan daya nalar
 yang dimilikinya.
 Hal ini berarti bahwa kepemihakan sikap elite NU terhadap salah satu capres
 cawapres pada Pilpres 2014 dapat disebabkan faktor kepentingan pribadi, misi
 yang diemban, informasi yang dimiliki, dan kemampuan intelektual dalam
 menentukan pilihan.
 Selain itu, hak warga negara untuk mengikuti atau memilih dalam Pilpres
 2014, sebagaimana dikemukakan Said Aqil Sirajd di atas, didukung oleh Undang-
 Undang RI No. 8 tahun 2012, Pasal 19, ayat 1 tentang Pemilihan Umum
 menyatakan bahwa “warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara
 telah genap berumur 17 tahun, atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai
 hak memilih”.
 132 Wawancara dengan KH. Said Aqil Sirajd, Ketua Umum PBNU, pada tanggal 26 Oktober2015.
 133Asep Saeful Muhtadi “Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran PolitikRadika0l Dan Akomodatif”, (Jakarta; LP3ES, 2004), h.90.
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 BAB V
 PENUTUP
 A. Kesimpulan
 Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian
 tentang Politik Elite NU : Pemihakan Dalam Pemilihan Presiden Republik
 Indonesia (PILPRES) 2014, peneliti menarik kesimpulan, yaitu:
 1. Pemihakan yang dilakukan oleh elite NU dalam PILPRES 2014 adalah
 merupakan sikap pribadi,meskipun faktor organisasi juga ikut
 menentukan. Artinya walaupun para elite NU yang terlibat dalam
 pemilihan presiden 2014, merupakan perwujudan dan partisipasi elite NU
 sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk
 memilih dan dipilih pada pemilihan presiden 2014.
 2. NU tidak menggunakan strategi khusus pada pemilihan presiden 2014,
 karena NU bukan merupakan partai politik. Namun para elite NU tetap
 menggunakan nama besar yang dimiliki NU sebagai salah satu strategi
 untuk menarik masa pada pemilihan presiden 2014.
 3. NU memberikan kebebasan kepada seluruh kadernya untuk ikut andil
 dalam politik, meskipun NU bukan partai politik. Hal ini sudah dijelaskan
 dari Khittah NU, yang menyatakan bahwa NU tidak ikut dalam politik
 praktis.
 4. Terpecahnya pemihakan para elite NU dalam pemilihan presiden republik
 Indonesia 2014 adalah dikarenakan tradisi yang sudah ada pada diri NU,
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 tidak ada unsur politik dan hal tersebut bukanlah salah satu strategi NU
 dalam berpolitik. Namun demikian, aksi yang diperankan oleh para elite
 NU menunjukan adanya kepentingan-kepentingan pribadi di dalamnya,
 kepentingan-kepentingan tersebut dapat menguntungkan bagi NU, karena
 tidak menutup kemungkinan NU dapat mempertahankan eksistensinya
 dalam dunia politik untuk ke depannya.
 5. Tidak adanya mekanisme politik dalam NU menjadikan para elite NU
 bebas untuk melaksanakan aktifitas mereka dalam politik. Hal inilah yang
 menjadi salah satu sebab terpecahnya pemihakan NU dalam Pilpres 2014
 di Indonesia.
 B. SARAN
 Setelah menarik kesimpulan dari pembahasan penelitian ini, peneliti
 mempunyai beberapa saran untuk semua pihak terkait, saran peneliti adalah:
 1. Para elite NU seharusnya memberikan arahan yang jelas (mengeluarkan
 keputusan) tentang keikutsertaan (pemihakan) dalam Pilpres 2014,
 sehingga tidak adanya kerancuan bagi anggota maupun elite NU dalam
 berpolitik (menentukan sikap politik).
 2. Perlunya pemberian pendidikan politik kepada seluruh masyarakat,
 terutama masyarakat Nahdliyin, untuk bisa memahami pentingnya
 partisipasi dan dukungan mereka pada saat pemilu. terlepas dari
 segmentasi agama yang mereka ikuti. sehingga pemilu bisa dilaksanakan
 dengan sportif.
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 3. Para elite NU harus lebih selektif dalam memilih dukungan mereka, dan
 tidak menjadikan agama sebagai landasan dalam pemilu.
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Wawancara 1 dengan ketua umum PBNU
 KH. Prof.Dr. Said Aqil Siraj, MA
 1. Bagaimna posisi politik NU dalam pemilu presiden 2014 ?
 Jawaban : Begini salah satu kewajiban yang saya emban sejak muktamar di
 makasar adalah mematuhi Khittah NU 1926. Dan Khittah 1926 itu
 sudah jelas, Rais Am PBNU, kiai mustofa Bisri , berkali-kali
 menegaskan khittah 1926 itu sudah tak perluh syarah, tak perlu
 penjelasan. NU tidak terlibat dalam politik praktis. Karenanya, tidak
 mungkin dan tidak boleh PBNU memberikan dukungan
 politikmsecara resmi pada kandidat manapun, ini tidak hanya untuk
 konteks pilpres, termasuk juga pemilihan umum legislatif dan pilkada,
 saya tegaskan lagi, saya mematuhi ini.
 2. Kalau demikian, lalu bagaimana dengan dukungan para elite NU yang
 terbelah? apakah yang demikian tersebut diperbolehkan atau dibebaskan
 sepanjang sikap pribadi dari para elite itu sendiri ?
 Jawaban :Pada tanggal 2 juni 2014 kemarin PBNU mengadakan rapat gabungan
 Syuriah dan Tanfidziyah, disitu ditegaskan, kalau ada pernyataan yang
 menyatakan dukungan terhadap kandidat dalam pilpres 2014 mulai dari
 PBNU lembaga lajnah, badan otonom dari tingkat pusat sampai daerah
 tidak ada yang sah dan (tidak) boleh mewakili NU sebagai jamiyah
 (organisasi), kalaupun ada, tidak lebih sebagai pernyatan pribadi nama-
 nama yang anda sebut tak satupun dapat stempel PBNU, apalagi yang
 lain.
 Kalau masalah dukungan pribadi itu begini, Kiai musthofa Bisri sering
 menjelaskan, warga Nu itu orang Indonesia yang beragama Islam.
 Bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia, maka, orang NU
 itu juga patuh konstitus. Punya hak dan kewajiban yang dilindungi
 konstitusi salah satunya adalah hak untuk memilkih dan di pilih yang
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semacam ini adalah sifatnya pribadi dan ini sangat sederhan dan
 mendasar.
 3. Jika demikaian apakah terbelahnya dukungan para elite NU pada pemilihan
 presiden 2014 merupakan strategi NU dalam pemilihan presiden 2014?
 Jawaban : NU bukan lah partia politik jadi tidak ada pembagian tugas dalam
 pemilihan presiden 2014. Tidak ada strategi dalam hal tersebut.
 4. Bagaimana ekpektassi NU pada presiden yang terpilih?
 Jawaban : Untuk presiden yang terpilih harapan nya ya harus selalu menjunjung
 tinggi kedaulatan rakyat. Karena ini merupakan soal amanah yang tidak
 mudah, makanya tidak hanya NU semua orang Indonesia harus
 mengawal dan mengawasi presiden terpilih, saya bilang begini karena
 do’a NU dibalik suara itu bunyinya begini, allahumma la tustallitb
 ‘alaina bidzunubina man laa yakhafuka walaa yarhamuka (ya allah ya
 tuhan kami, jangan kuasakan kami, karena kesalahan-kesalahna kami,
 penguasa yang takut kepada mu dan tak berbelas kasiahna kepada kami)
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wawancara dengan Jazilul Fawaid
 1. bagaimana sikap elite Nu dalam pilpres 2014?
 Jawaban : NU organisasi sosial kemasyarakatan,dakwa dan jadi NU
 memang bukan organisai polirtik di dalm NU tidak ada pengambilan keputusan
 dalam politik jadi 2014 nu tidak memutuskan apakah ke pak jokowi atau prabwi
 secara organisasikarena di dalam NU tidak ada mekanisme pengambilan politik
 sebab nu bukan partai politik maka elite-elite NU tokoh NU kemudian yang
 terseret katrena memang tidak satu keputusan. tipikal nu memang pengurusnya
 selalu dijadikan rujukan sehinga banyak pasangan capres cawapres yang jaln ke
 pesantren-pesantrean, prabowo dan jokowi pun jaln ke pesantren-pesantren
 termassuk kyai-kyai yang disitumemang secara struktyr adalah pengurus
 partai,misalkan pak jokowi hadir ke rumah kyai aris mansyur yg kebetulan ketua
 dewan syura pkb, dan banyak kyai termasuk jawa tenggahjawa barat itulah
 akhirnya kwemudian sejumlah tokoh nu kemudian mwmberikan dukungan ke pak
 jokowi dan sebagian ke pak prabowo karena memang tidakada sesuatuyang
 mengikatdiorganisasi itunah mangkanya kyai-kyai itu melakukan ijtihad politik
 melakukan istikhotro untuk menentukan siapa presiden yang di anggap
 maslahatyang mampu memimpintentu hasil istikhara itu berbeda karena metode
 yng dipakai juga berbeda-beda.
 2. kenapa ketika pilpres para elite nu tidak menyatukan dukungannya.
 Jawaban : karena memang nu organisasi keagaman mangkanya kita harus
 melihat kembali kepada devinisi nu klo memutus masalah keagamaan pasti bisa
 klo memutus masalah politik biasanya nu tidak memilki mekanis mekarena nu
 bukan partai politik mangkanya bisanya nu memberikan saran atau mengikuti
 kepada partai yang dilahirkannyapkb walaupun banyak tokoh-tokoh nu d
 partaipartai yng laintpi pknb yg menjdi rujukan ketika masalah-masalah pkb, jadi
 berbeda dengn masalah keagamaan. karena sebagian para elite nu jga aktif dalam
 partai politik. jadi tokoh nu yg dimaksud passti
 strategi nu
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satrtegi nu dalam bernegara itu jelas 1, mengamankan pancasila itu prisip politik
 nu 2negara kesatuan republik indonesia adalah harga mati 3 bhineka tunggal eka
 dihargai 4uud 45 sebagai kosntitusi, jadi selam keyakinan terhadap pada prinsip
 itu ketika mencalonkan atau ada calon preisden yang selaras dengan 4 hal itu bagi
 nu tidak ada masalah.
 klo 2 dukunguan disebut sebagai taktkik ndak ya karena memang di nu itu ada
 sebagian yang sebagian tokohnya aktif di politik dan politiknya berbeda-bedadan
 pada 2104 kemarin yng menhgusung jokowi salah satunya pkb pasti akan lebih
 bnyak tokoh nu yg dukung jokowi karena jokowi didukung pkb. itu di banding
 misalkan pak prabowo yng pada waktu itu didukung PPP pak surya darma ali juga
 tokoh nu.
 3. bagaimana para elite yng memilki jabatan di NU kemudain secara terang-
 terangan mendukung capres 2014 kemarin?
 Jawaban : ya itu tidak ada masalahdi nu karena memang tidak ada
 larangan dan kewajiban di Nu soal itu. kna tidak ada dukungan resmi dari NU
 tiddak ada.
 4. apa ekspektasi NU kepada pemimpin terpilih ?
 Jawaban : yang jelas siapapun presiden yng terpilihi diinginkan dapat
 menjalankan atau selaras visi misi organisai nu seperti misi pendidikan pesantren
 itu misi melestariskan pesantren atau misi-misi lain yng terkait dengan tradisi nu.
 mvisi misi nu, sekarang terbukti dengan pak jokowi menjadikan hari snati menjadi
 hari santrin nasional, itu namanya membperjuangkan bvisi misi nu kedua
 pengajaran& penyebaran nilai-nilia ahlussunnah waljawamah yang selama
 inimenjadi prinsip perjuangan nu didalam bidang agama itu tidak dihambat.
 mangkanya nu tidak memilki target pragmatis mangkanya semuanya dititipkan
 kepada PKB. parytai yg dilahirkan oleh nu adalah PKBmangkanya klo
 secarapragmatis untuk memperjuangkan seluruh visi dan misiya lewat PKB
 terbukti hari santri, terbukti di pemerintahan pkb ikiut menjadi bagian dari
 pemerintahan pak jokowi apa tugas dari pkb yg didalm itu? memberikan jalan
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bagi visi misi aswaja bagi misi islam nusantaradan memberikan perhatian kepada
 pesantrenpesantren yng mnjadiakar pendidikan NU akardakwa NU jadi NU pada
 posisi PILPRES kemarin bisa dilihat partai NU itu dukung yg manabukan dari
 elite nya, partai mna partai nu yg mendukung PKB pasti sejumlah elite nu ada di
 pak jokowi karena memang partai yg dilahirkan oleh nu mendukung pak jokowi.
 5. knapa elite NU (PKB) lebih condong memilih jokowi dari pda prabowo ?
 Jawaban : semua partai memilki mekanisme didalamnya, alasan utama
 PKB mendukung kokowi karena adnaya komitmen dalam hal tersebut yaitu
 menetapkan visi misi ASWAJAdan komitmen memberinkan pemberdayaan
 terhadap pesantren selain tentunyadukungan massyarakat. partai itu selalu
 mengikuti arah masyarakatmaunya apa dan hal tersebut bisa dilihat didalam survei
 . partai itukan manivestasi dari masyarakat, maunya masyarakat apa ya diketahui
 dari survei masak survei masyarakat maunya A kita memilih B, ya g sesui dg yg
 diinginkan masyarakat
 6. elite NU yng terpecah, menurut bapak tentang masyarakat nahdliyin
 bagaimana?
 Jawaban : dari dulu sejak Indonesia lahir, klo elite nu itu tidak perna satu,
 selalu berbeda-beda cuamn memang tugas dari NU memberikan arah justru
 organisai atau warga nu karena memang patron kepada toko ya biasanya apa yng
 menjadi arah dari tokohnya itualah yang di pegnaggi, cuamn karezn tidak ada
 keputusna terkait denagn secara organisai apakah mendukung A atau mendukung
 B ya tentu pra elite nya tidak mungkin itu diputuskankarena para elite nu itu tidak
 dalam satu partai banyak partai dan tida ada mekanisme pengambilan keputusan,
 oleh sebab itu saran saya ketika adanay hal tersebut, nu itu hanya memutuskan
 kilteria saja memberikan arah bahwwapresiden kedepan karena kondisi seperti ini
 seperti ini masyarakay ekonominya sosialnya memberikan isyarat kepda A kpada
 B. dari pada memutuskan kepada A dan seperti itu pasti tidak diikuti semuanya,
 karena sejumlah elite nu ada dipartai yg berbeda-bedatidak mngkn menyatukan
 jadi satu karean tokohnya itu berbeda-beda partai politknya
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ya tentu itulsh khazanahnya NU jadi sejumalha elite nuya itu ada di partai
 manapun, dan partrai manapun itu ingin adnaya elite nu didalamnya. karena NU
 memilki masa jadi semua paetai mengingnkan dukungan dari para elite nu, nmun
 partai yg dilahirkan nu adalah pkb jadi pkb pun kemudian tidak bisa menjangkau
 semuanya teatap, karena itu persainagn antara partai jadi jgn lupa bukan nu yng
 perlu partai tapi partailah yng butuh nu untuk kepentingan partainya karwean
 masoyoritas bangsa ini adalah Nu dan memang klo berbicara agama dan negara
 selalu Nu yg hadirjadi yg sebenarnay para elite nu ii diatrik-tarik oleh sejumlah
 partai. klo dilahta dari bebrapa pernyataan termasuk dalam sejarahnya nu jga
 emilih hak untuk menjelaskan bahwa partainy itu disisni kpad amsyarakatnay
 kepada dari pusat samapai daerah tapi tidka semua ikut daris ejarahnua nu
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Wawancara denngan Ahmad Milla staf pribadi khofifah indar parawansayah.
 1. Bagaimana sikap dan posisi NU dalam pemilihan presiden 2014?
 Jawaban : sebenarnya di NU itu tidak ada aturan dalam berpolitik, khiitah nu,
 dasarnya adalah netral, maksudnya, tidak ikut dalam politik praktis.
 untuk mendukung siapa itu tidak ada. menurut bu khofifah dan pak
 hasyim, itu merepukan hak mereka dalam menentukan danmemilih
 dalam pemilihan predin 2014. namun keterlibatan khofifsh di dalam
 tim sukses jokowi adalah karena khofifsah memandang sosok Jokowi
 adalah seorang yang layak untuk dijadikan sebagai seoarang
 pemimpin, khofifah mendudkung jokowi terlepas dari organisasi,
 mendukung jokowi sama-sama warga NU sehingga khofifah
 memilih untuk mendukung Jokowi.
 2. apa strategi yang di pergunakan NU dalam pemilihan presiden 2014 ?
 Jawaban : Tidak ada strategi dalam pemilihan presiden 2014, terkait dukungan bu
 khofifah kepada jokowi adalah dalam rangka mengambil suara
 muslimat, Jokowi memilih atau menunujuk Khofifah sebagai salah
 satu jargon untuk memperoleh suara, karena jokowi menilai khofifah
 memilki pengaruh yang sangat kuat terutama untuk suara Muslimat.
 3. apa alasan NU ikut andil dalam pemilihan presiden 2014?
 Jawaban : alasan NU ikut andil dalam pemilihan ini adalah karna malkasanakan
 perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sebagai warga Indonesia
 yang baik ya harus ikut berpartisipsai dalam segala macam urusan agam
 baik secara langsung maupun tidak.
 4. Knapa para elite NU tidak manyatukan dukungan untuk emilih salah satu dari
 kedua pasangan calon presiden ?
 Jawaban : karena itu merupakan urusan pribadi.
 5. knpa para elite Nu terpecah dukungannya dalam pemilihan presiden 2014?
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Jawaban : Orang NU dari dulu gampang dipecah tapi dalam segi Ideologi itu
 sangat solid contoh penetapan syawal, kenapa dlam politik berbeda
 karena tidak ada aturan, NU membebaskan semua pihak tanpa
 membedakan status atau jabatan mereka untuk memilih atau dipilih,
 6. bagaiman kemudian tanggapan masyarakat NU dalam menentukan pilihan
 mereka dalam pilpres 2014, apakah para elite Nu tidak mengahwatirkan
 masyarakat?
 Jawaban : orang NU tidak bimbang yang muslimat ya ke muslimat, yang ansor ya
 ke anshor, yang tua ya dukung tua yang muda ya dukung yang muda,
 jadi dalam hal ini tidak ada yang perlu untuk dikahwatirkan.
 7. knpa nu tidak bersatu untuk urusan politik?
 Jawaban : klo NU di suruh bersatu g bisa, karena para elite NU memilki
 keinginan pribadi dalam hal itu. Karena semua itu adalah tergantung
 ijtihad mereka, dan sejak dulu hal tersebut sampai sekarang tidak
 berubah, ada yg golkar, pdi, pan dll.
 8. apa ekpektasi, nu presiden yg terpilih?
 Jawaban : elite nu itu memilki kepentingan, jadi kepentingan (pribadi) perjanjian
 secar tersirat pasti ada namun jika secara tertulis ya tidak ada.
 9. apa pandangan anda tentang nu dan politik sekarang ini.
 Jawaban : dalam sisi khittah nu nu dengan politik adalah politik kebangsaan, nu
 menjalan apa yng diperintahkan apa yng di perintahkan oleh Allah dan
 meninggalkan larangan –larangan allah. klo diluar dari khittah partai yang
 pling dekat ada lah PKB.
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wawancara pribadi dengan Arbi Sanit
 1. Bagaiman menurut bapak terkait pemihakan para elite nu pada pilpres2014 ?
 Jawaban : nu itu berpolitik sudah sejak lama sejak berdirinya nu sudahsudah politik sejak berdiri Nu suadah menghadapi wahabi lalu kemudianbergabung dengan masyumi. tahun 52 nu pecah dengn masyumi dan kemudianpada zaman liberal setelah pecah dengan masyumi nu berpolitik sendiri sendirimembuat partai, kemudain di zaman liberal nu berpolitik sendiri setelah pecahdengan masyumi, di waktu di masa demokrasi terpimpin soekarno nu menjadikritis terhadap sukarno karna sukarno mengaku NASAKOM jadi nu terbela adayang pro ada yang anti, kebanyakan anti dengan soekarno (kritis ). pada tahun 65nu membackup pemberangusan PKI orang-orang NU oerasi dilapangan. laludizaman sby sokarno NU ada pada PPP. jadi sekarang nu pada pkb sejak sby,boleh dikatakan memang nu itu tidak terpisah dari politik pbnu memang berdirisendiri juga bisa dikatakan otonom namun dibaalik meja dibalik permukaan itusemua ada pilihan politik yang jelas dan mengerakkan umatnya untuk memilihpartai yang di setujui oleh pbnu, jadi saya kira dalamkecendurungan politik yngseperti itu di dalam pemilu 2014 ya tidak aneh nu berpihak pada kedua kandidatdala partai tertentu dalam hal ini baik calon prabowo pada koalisi merah putihmaupun jokowi karena sifat kejawaan dan kerakyatan jokowi itu di setujui jugaoleh nu, di dalam pemilu politik kiai atau elite nu memang sebagai mesinpengerak masyarakat pemilih kepada partai tertentu pada zaman orde baru numenggerakan masyarakan dengan partai PPP tapi di zaman reformassi NUterutama ketika waktu gusdur di partai PKB. jadi memang tidak mungkin dalamsejarahnya atapupun dalam tradisinya nu tidak berpolitik dan salah satu caraberpolitik adalah dengan mengikuti pemilu. menurut saya yang dilakukan oleh nuitu merupakan lebih dari strategi itu merupakan lebih dari strategi yang dilakukanoleh nu adalah merupakan tradisi nu. terpecahnya NU itu merupakan hal yangwajar dalam politik
 sekarang ini ada PKB tapi tidak seperti zaman gusdur. nu para tokohnyaboleh dikatakan sepakat untuk mendukung gusdur. tpi setelah gusdurmulaterpecah aktif dengan PP atau partai yang mereka pilih sendiri miasaklanpada zaman sby ada yng disebut dg islam liberal itu merupakan dari kalangan numuda sebagai pelopor-pelopornya sebagai pelopordan kalangan muda liberal initidak cenderung pada pkb malh dia cenderung kepada pada partai-parati yangberasaskan nasionalis, seperti partai demokrat pdiptapi tetap menggerakkanpemilih dalam pemiluh.
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sejak KH Hasyim lidership di dalam NU yang paling kuat adalah gusdurcucunya sekarang ini masih ada adik ataupim tpi masih belum ada yang mumpuniseperti KH Hasyi maupun gusdur itu karena kekuatan intelektualnya tidakmenghimpun menarik mengalahkan yang lain-lain itu sehingga para elite Nuberdiri sendiri. tiadak ada tokoh utama yang bisa menyatukan semua aliran dancabang-cabang NU. itu merupakan kelemahan NU sekarang.
 2. kenapa para elite NU terpecah ?
 Jawaban : terpecahnya NU itu bisa jadi merupakan karean tidak adanyatokoh yang bisa menyatuhkan nu tidak ada tokoh utama yang bisamenyatuhkan nu itu merupakan kelemahan yang dialami oleh NU. tpi haltersebut juga dialami oleh partai atau golongan yang lain. faktor ldership,boleh dikatakan sekarang ini indonesia mengalami krisis kepemimpinansekarang karena tidak bisa menjatuan golongan-golongan plural yang adadidalammnya itu.
 pandangan bapak jika sesuatu ada sosok
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Wawancara pribadi dengan Bu Gevarina Djohan
 1. apakah pemihakan yang di lakukan oleh elite NU itu merupakan strategiNU ?
 Jawaban : pemihakan yang dilakukan oleh elite nu pastilah ada unsurstrategi didalamnya, betul dia dia g bisa mengatasnakanam secara organisatorismengatasnamakan organisasi t NU ersebut karena organisasi tersebut bersifatindependen dan non patrisan tapi kedekatan eksistensi dia sebagaiaketua muslimatnu (misalnya)menjadi sebuah marketing yang sangat besar. siapapun ketika diamenjabat sebagai ketua organisasi dalam suatu organisasi pasti dia membawanama organisasi tersebut. nu merupakan sebuah organisasi besar, yangmenghantarbanyak kadernya untuk berkecimpung dalam dunia politik, namabesar yang dimilki oleh ini ini menjadikan para elite NU bisa berada
 dalam pemihakan yang dilakukan oleh khofifah indar parawansah dalampemilihan presiden 2014, adanya strategi didalamnya. terlepas itu merupakan hakmereka dalam menentukan sikap memilih. nu merupakan sebuah organisasi besaryang tidak bisa lepas, startaegi ketua pp muslimat Nu kemudian dia menjadimarketing yang menjadi menjanjikan, betul dia secara organisai bersifatindependen dan non pragtisan, tapi kedekatan dia dalam nu dan eksistensi diasebagai ketua muslimat NU menjadi marekting dia yang besar. ketika diamenjabat sebagai salah satu ketua di organisasi. pasti akan membawa namaorganisasi . faktor kedekatan khofifah terhadap masyarakat menjadikan
 tokoh-tokoh nu lah yang mmanfaatkan nama NU sehingga banyak para elite NUyang terpecah pada setiap partai, hal demikian dikarenan hasrat pribadi mereka,atau keingina ambisis pribadi mereka, untuk kekuasaan, organisasi NU tidakmemilkii Visi atau strategi sendiri. meskipun marketing mereka adalah karenamereka memilki posis di NU, posisi mereka di NU menjadi marketing merekawalaupun tidak tertulis, meskipun secara normatif mereka akan menolak itu. karnakita tahu bahwa organisasi itu bersifat independen.

Page 119
                        
                        

Dokumentasi dengan Narasumber



						
LOAD MORE                    

                                    


                
                    
                    
                                        
                

                

                        


                    

                                                    
                                POLA KOMUNIKASI ORGANISASI PIMPINAN PUSAT IKATAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29618/1/SITI... · antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya

                            

                                                    
                                Jam'Iyah Nu Undangan Folio

                            

                                                    
                                stainumalang.ac.idSEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA ST AINU MA LANG PROGRAM STUDI S-1 EKONOMI SYARI'AH PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Office: Jl. Raya Kepuharjo

                            

                                                    
                                BAB III SEJARAH MUSLIMAT NU - digilib.uinsby.ac.iddigilib.uinsby.ac.id/4121/4/Bab 3.pdf · Dasar perjuangan Nahdhatul Ulama’ adalah agama Islam berhaluan ... berkewajiban menyesuaikan

                            

                                                    
                                PENANAMAN FAHAM NAHDLATUL ULAMA MELALUI …repository.radenintan.ac.id/7760/1/SKRIPSI.pdfPENANAMAN FAHAM NAHDLATUL ULAMA MELALUI PENDIDIKAN ISLAM NON FORMAL DI PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAT

                            

                                                    
                                Buku Khidmat NU PKB

                            

                                                    
                                STRATEGI DAKWAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DI … · 2020. 9. 2. · STRATEGI DAKWAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DI KABUPATEN

                            

                                                    
                                Dalil Amalan Warga Nu

                            

                                                    
                                BAB III PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF …eprints.walisongo.ac.id/1857/4/092111066_Bab3.pdf · Nahdlatul Ulama 2010 (AD/ART NU), KH. Ali Mahsun (Ketua ... Badan Otonom yang dikelompokkan

                            

                                                    
                                NO PERGURUAN TINGGI SWASTA NIM NAMA MHSstorage.kopertis6.or.id/kemahasiswaan/2018/EDARAN... · 2018-12-04 · 16 universitas islam nahdlatul ulama jepara 171310003804 satik nur laalia

                            

                                                    
                                KEPUTUSAN KONGRES XVI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL … · Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU yang ... organisasi. Ponpes Al Hikmah Brebes, 19 - 24 Juni

                            

                                                    
                                TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH ORANG MUSLIM KEPADA …...NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Bah. t. sul Masail Nahdlatul Ulama) Skripsi . Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

                            

                                                    
                                Persatuan Guru Nahdlatul Ulama PEDOMAN ORGANISASI ...Oktober 2016 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto 3. Hasil Rapat Kerja Nasional I Persatuan Guru Nahdlatul Ulama

                            

                                                    
                                KONTRIBUSI NAHDHATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH … · 2020. 5. 2. · A. Kontribusi NU dalam Pengembangan Pendidikan Islam 69 B. Kontribusi Muhammadiyah dalam Pengembangan Pendidikan

                            

                                                    
                                Buku Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama

                            

                                                    
                                SKRIPSI - core.ac.uk fileJudul Skripsi : Hubungan Interaksi Orang Tua-Anak terhadap Perasaan Takut Anak Usia Praoperasional di Taman Kanak-Kanak (TK) Muslimat Nahdlatul Ulama’ Sumbersari

                            

                                                    
                                KELAHIRAN MUSLIMAT NU SKRIPSI 

                            

                                                    
                                PETUNJUK PELAKSANAAN MARS MAARIF NU (JUKLAK) · untuk bekal bargaul dan mengintegrasikan diri dalam masyarakat dan khususnya warga Nahdlatul Ulama 68 MARS MAARIF NU ... songo penyebar

                            

                                                    
                                STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN NAHDLATUL … · i studi analisis terhadap pandangan nahdlatul ulama tentang ulil amri dan implikasinya dalam konteks penentuan awal bulan ramadlan,

                            

                                                    
                                BAB II KONDISI NAHDLATUL ULAMA (NU) TAHUN 1945repository.uinbanten.ac.id/2314/5/BAB II.pdf · 16 BAB II KONDISI NAHDLATUL ULAMA (NU) TAHUN 1945 A. NU menjelang Kemerdekaan tahun 1945

                            

                                                    
                                YAPTINU - Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama...YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNISNU JEPARA Sekretarrat: Jl. Taman Siswa (Pekeng) No

                            

                                                    
                                PENDAPAT ULAMA NU KABUPATEN BANTUL TENTANG HUKUM IBADAH ...digilib.uin-suka.ac.id/20228/2/09350005_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · hartanya, ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan

                            

                                                    
                                SKRIPSI - Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jeparaeprints.unisnu.ac.id/1543/1/COVER.pdfSKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata l (S.1) Program

                            

                                                    
                                SEJARAH PERKEMBANGAN IKATAN PELAJAR NAHDLATUL … · 2019. 10. 21. · Seperti halnya IPNU IPPNUdalam konteks kaderisasi di tubuh Nahdlatul Ulama, IPNU IPPNU adalah “garda terdepan

                            

                                                    
                                PENGORGANISASISAN IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA … · 2018. 3. 14. · Diagram 5.1 Diagram venn ... tentang lingkungan pada warga desa khususnya masih sangat minim mereka, mengira

                            

                                                    
                                SEJARAH NAHDLATUL ULAMA (NU) PROVINSI JAMBI DA N … · 2020. 1. 19. · Keberadaan adat, tradis i dan budaya melayu Jambi yang ditopang oleh jargon ³adat bersendi syara ¶, syara

                            

                                                    
                                Dok baru 2018-10-08 23.04 · Edaran Beasiswa Khartoum, 08 Oktober 2018 Kepada Yang Terhormat, Pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Indonesia ... Kartu keanggotaan (KartaNU) atau

                            

                                                    
                                PERUMUSAN VISI OGANISASI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL …

                            

                                                    
                                Buletin Nahdlatul Qolam Edisi 4

                            

                                                    
                                STUDI KOMPARATIF METODE ISTINBAT NAHDLATUL ULAMA …eprints.walisongo.ac.id/9010/1/SKRIPSI LENGKAP.pdf · 2018-12-28 · Kepada semua guru-guruku dari TK-Pergurun Tinggi, yang telah

                            

                                                    
                                BAB IV POLITIK KEBANGSAAN NAHDLATUL ULAMA …repository.uinbanten.ac.id/2658/6/BAB IV.pdftasamuh), kebersamaan dan hidup berdampingan warga negara baik 1 Khamami Zada dan A. Fawaid

                            

                                                    
                                GERAKAN DAKWAH DAN PENDIDIKAN JAM'IYYAH …digilib.uin-suka.ac.id/14566/1/BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf · GERAKAN DAKWAH DAN PENDIDIKAN JAM'IYYAH NAHDLATUL ULAMA DIPULAU JAWA (Periode

                            

                                                    
                                PENANAMAN NILAI AGAMA PADA ANAK DI TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA (NU) 31 SUMBERSARI MALANG

                            

                                                    
                                PENANAMAN AJARAN AHLUSSUNNAH WA AL-JAMAAH ...Nahdlatul Ulama juga memegang prinsip persaudaraan, toleransi, dan hidup berdampingan dengan umat islam ataupun umat agama lain. Dapat

                            

                                                    
                                Lampiran Ieprints.walisongo.ac.id/5780/8/LAMPIRAN.pdf · Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan Oleh Tim Rukyat PB Nahdlatul Ulama]Lajnah Falakiyah NU di daerah-daerah Iokasi

                            

                        
                    

                                    

            

        

    

















    
        
            
                	About us
	Contact us
	Term
	DMCA
	Privacy Policy



                	English
	Français
	Español
	Deutsch


            

        

        
            
                Copyright © 2022 VDOKUMEN

            

                    

    








    


